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Abstrak 

Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas 
pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan. jaminan diperlukan untuk 
mengamankan pengernbalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk 
didahulukan kepada kreditur adalah jaminan kbusus. Tennasuk dalam jaminan 
kbusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan 
fidu.sia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendafurran 
Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir 
pada saat didaftarkan_ Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah 
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar. 
Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan dengan Bulm Pemilik 
Kendaraan Bermotor (B.P .K.B). Pibak yang berwenang untuk melakukan 
perubahan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Terhadap kendOfaan bennotor yang menjadi obyek jaminan fidusia seyogyanga 
dilakukan pemblokiran dalam B.P.K.B. yang ber:;angkutan. Undang"undang tidak 
mewl\iibkan dilakokannya pemblokiran. Dalam prakteknya tindakan pemblokiran 
jarang dilakukan. Apukah akibat bukum yang ditimbuikan dal= !1al pembebenan 
fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam 
B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Repub!ik Indonesia? Bagaimanakah 
perlindungan hukum pada pembebanan fidusia alas kendaraan bermotor yang 
hanya didaftarkan pada Kentor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan 
pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? 
Pernbebanan jaminan fidusia alas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan 
pencatatan dalam B.P.K.B. olah Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka 
kesempatan hagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan atau 
menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan 
herakibat timbulnya sengketa baru pada saat proses eksekusi berlangsung. 
Kreditur dan pibak ketiga (selalm pemilik atau kreditur bern) tidak mendapat 
perlindungan secara menyeluruh. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalakan 

Secru:a umum, 1\mgsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan ataufinancial intermediary. 1 Berdasarkan pasa16 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, salab satu kegiatan usaha yang dapal dilakukan 

oleh bank adalah mernberikan kredit. Menurut Pasal I angka (II) Undang­

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 

Tabun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagibau 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan · 

pinjarn-meminjarn antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjarn untuk melunasi utangnya setelah jangka _waktu tertentu dengan 

pernberian bunga. 

Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan sebuab negara, 

terutama dalam bidang ekonomi negara. Dalam hal ini. perkreditan mernpunyai 

arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang pcrdagangan, 

perindustrian, perumahan, transportasi dan sebagainya. SeJain itu, perkreditan 

juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lel'mlh dalam 

pengembangan usabanya. Bagi masyarakat bisnis, sektor perkredltan merupakan 

salah satu sarana utama dalam rangka pemupukan modal. Demikian pula 

halnya bagi kaurn pengusaha, perihal lllengarnbil utang (kredit atau pinjaman) 

1Y. Sri Susilo et al., Bank & Lembaga Keuangan Lain, Cctakan ke· J, (Jakarta: Salemba 
llmpat, 2000), hal. 6. 

1 Universitas lndorresia 
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2 

sudah merupakan fuktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis, 
- -- -

sehingga dapat dikatakan babwa pada saat ini sangat sulit melepaskan dunia hisnis 

dari kredit bank. 

Kredit berarti keparcayaan.2 Seorang nasabab yang mendapat kredit 

dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. 

Setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh haok kepada nasabahnya selalu 

rnengandung risiko. Oleh karena itu, diperlukan unsur pengamanan daiam 

pengembaliannya. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan 

dengan suatu pengikatanjaminan. 

Fungsi utama lembaga jaminan adalah untuk melancarkan dan 

mengamankan pemberian kredit.3 Fungsi lembaga jaminan yang ideal (balk) 

adalab:' 

a. Jaminan yang dapat secara mudah membantu memperoleb kredit oleh 

pihak yang membutubkan. 

b. Jaminan yang tidak melemabkan potensi (kekuntan) si pencari kredit 

untuk melakukan (meneruakan) usabanya. 

c. Jami!llUl yang memberi kepastian kepada si pemberi kredi~ dalam arti 

bahwa ~g jamina.J,l setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu 

bUa perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si pemerima 

(pengambil) kredit. 

Secara garis besar~ dikenal dua macnm bentuk jarninan yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (borgtochtl 

personal guarantee) adalah jaminan berupa pemyataan kesanggupan yang 

.-..
1Muntr Fuady, Hukum Pekreditan Kantemporer, Cetakan ke~l, (Bandung: Citra Aditya 

-· 1996), hal. s. 
1Hermayulis, "Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Alas Tanah Negara Sehogai Ohyek 

Jami~an", Jurnal Hukum Blsnis. Nomor 10 tahun 2000, hal. 54. 

Universitas Indonesia 
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diberikan oleh soomng pihak kctiga guna menJamm pemenuhan kewajiban· 

kewajiban debitor kepada kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera 

JanJl (wanprestasi).5 Pada perkembangannya, jaminan perorangan juga 

dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lalnnya. 6 

Hal tersebut dinarnakan corporate guarantee. Sedangkan jaminan kebendaan 

(zakelijke zekerheid, security right in rem) adalah jaminan berupa harta 

kekayaan, balk benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan 

cara pemisahan bagian dari hana kekayaan baik si debitor maupun dari 

pihak ketiga, guna menjamin pemennhan kewajiban-kewajiban debitor 

apabila yang bersangkntan eidera janji (wanprestasi). 7 Jaminan yang paling 

disukai oleh bank adalah jaminan kebendaan. 8 Salah satu jenis jaminan kebendaan 

adalah fidusia. 

Jaminan fidusla Ielah dikenal sejak tahun 1932, melalui arrest Bataafsche 

Petroleum Maatschappij (Hooggerechtshof 18 Agustus 1932, lndischa Tijdschrifl 

van het Recht Dee! Nomor 136)! Sebagai suatu yurisprudensi, fidusia tumbnh 

dan berkembang untuk memenuhl kebutnhan perdagangan. Kehadiran fidusia 

memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih 

dapat mengusai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari~hari. 10 Di 

sisi lain, pihak bank tidak perlu menyediakan tempat kbusus untuk 

penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai (pand)u Jaminan 

5Mariam Dams Badrulzaman (a), "Beberapa Pmna<talahan Hukum Hak Jaminan", Jurnul 
Hukum Bisnis, (Nopember2000): 13, 

s.yan Kamel.Ot Hukum Jaminan Fidwia Suatu Kebutuhan Yang Didambaktm: Sej(Uuh, 
Perkembangannya, dtm Peloksanaannya Dalam Pralr:tik Bank dan P€ngadiltD1, Edisi ke--1, 
Cetakan ke-1. (Bandtu'ig: Alumni, 2004), hal, 2. 

9Mariam Da.rus Badtulzaman (b), "Mengatur Jaminan Fidusia Dengan Undang-Lindang 
dan Penerapan Slstem Pendatbttan ", Jurru:J{ Hukum Bisnis, (September 1999): 62, 

1D-ran, Op, Cit .• haL l4, 

Universitas Indonesia 
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4 

fidusia memberikan keuntungan ekonomis bajli para pelaku usabe bisnis 

jika dibandingkan dengan lembaj\0 gadai. Keuntungan tersebut dapet dilihat 

deri adanya pengua.saan banda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis 

dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan secara lancar. 12 

Dalarn praktek perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali dipergunakan, 

namun tidak memberi perlindungan kepada kreditor. 13 Oleh karena ituj pada 

tanggal 30 September 1999 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang 

Nomor 42 Tabun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 bertujuan memberikao ketentuan hukum yang jelas dan Iengkap 

mengenai jaminan fidusia. 

Berdasarkan Pasal II ayat (!) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebsni dengan jaminan fidusia 

wajib didaflarkan. Menurut Pasal 12 ayat (I) Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 pendaflaran dilakukan pada Kantor Pendaflaran Fidusia. Dalam 

praktek, bank sering memberikan kredit terbadap kendaraan bermotor dengan 

bentuk jaminan fidusia. Narnuo pemberian kredit dengan bentuk jarninan 

fidusia yang banya didaflarkan pada Kantor Pendaflaran Fidusia menimbulkan 

kelemahan krnena pendaflaran dil_akukan atllS dasar fotokopi Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (B.P.K..B.) saja. Seyogyanya pendaflaran pada Kantor 

Pendaflaran Fidusia di!anj utkan dengan tindakan pelaporan kepada Kepo!isian 

Negara Republik Indonesia mclalui Kepolisian Daerah setempat, agar dengan 

demikian pada asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor diberi catatan 

sehubungan dengan adanya pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor 

terse but. 

12Jbid, hat t90. 

"~riam(b), Op. Cit., bal. 62. 

Universitas Indonesia 
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5 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis !ertarik untak mengangkal 

permasalahan ini dalam penelitian denganjudul: 

Pembebanan Fidusia Pada Keudaraan Bermotor Yang Tidak Disertai 

Tindakan Pencatatan (Pemblukiran) Dalam Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (B,P.K.B.) Olcb K<polisian Negara Republik Indonesia. 

1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelunmya, maka dalam 

penelitian ini penulis mengangkat pnkok permasalahan sebagai berikut: 

I. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam bal pembebanan 

fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan 

tindakan pencalatlln (pembloldran) dalam Baku Pemilik Kendanum 

Bermotor (B.P .K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? 

2. Bagaimanakah perlindungan hakum lerhadap kredilur, debitur ,dan 

pihak ketiga atas pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor 

yang tidak disertai dengan tindakan pencatatlln (pemblokiran) dalam 

Baku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia? 

1.3. Metode Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang akan digunakan 

adaiah metode penelitian normatif, yailu menarik asas hukum baik 

berdasarkan hu.kum positif tertulis maupun tidak tertuHs. 14 Selain itu penelitian 

lni akan dilakukan juga terhadap pengertian dasar sistematik hukum dari 

lembaga fidusia dimana kendaraan bermotor yang dibebaakan dengan 

jaminan fidusia hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa 

disertai dengan tindakan pencatatan (pernbloldran) dalam Baku Pemilik 

HSri Marnudj~ er qJ., Metade Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. I, (Jakarta: Badan 
Penerbit FakuW Hukum Untversitns lndonesia, 2005), hal. 10. 
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Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dengan demikian titik berat penelitian ini adalah obyek bukum kendaraan 

bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan hubungan bukum 

fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. 

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan ;'Cbagai penelitian 

deskriptif. Diharapkan melalui penelitian ini dapat digambarkan secar.< tepat 

mengenai pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor sebagai jaminan 

pelunasao utang. 

Jenis data yang dignnakan dalam penelitian ini adalab data sekunder. 

Data sekunder adalab data yang diperoleh dari kepustakaao. 15 Dalam 

penetitian ini kepustakaao yang digunakan adalab literatur-literatur mengenai 

teori-teori dan dasa_:r hukum yang terkait dengan lembaga jaminan fidusia. 

Alat peng\unpulan data yang dignnakan dalam penelitian ini adalab studi 

dokumen. Pada studi dokumen, sumber-sumber data yang digunakan dapat 

digolongk:an menjadi sumber primer, somber sekunder, dan sumber tersier. 

Sumber primer sebagai landasan bukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengao lembaga jaminan 

fidusia. Sumber sekunder sebagai landasan teori yang digunakan dalarn penelitian 

ini adalah buku dan artikel ilmiab yang barkaitan dengan lembaga jarninan 

fidnsia. Sumber tersier yang digunakan sebagai petunjuk maupun untuk 

memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sumher sekwlder adalah 

kamus. 

Metode pengolahan dan analisis data yang dignnakan dalam penelitian 

ini adalab metode pendekatan kua!itatif. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan 

data deskriptif ana!itis, sehingga dapat diuraikan secara komprehensif garnbaran 

mengenai kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusla. 

151bid., haL 6. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan sangat dibutuhkan dalam suatu penuHsan tesis agar 

penuiisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini 

secara keseluruhan terdiri atas 3 (tiga) bab, yaitu: 

BAB I : PENDAIIULUAN 

Dalarn bab I Penuiis. menguraikan mengenai latar belakang penulisan tesis 

m1, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang akan 

digunakan, serta mengenai sistematika penulisan tesis 

BAB 2 PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR 

YANG TIDAK DlSERTAI TINDAKAN PENCATATAN 

(PEMBLOKIRAN) DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN 

BERMOTOR (B.P.K.B.) OLEH KEPOLISJAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA. 

Dalam bah II ini Penulls menguraikan mengenai teori-teorl hukurn yang 

berkaitan dengan benda, bek kehendaan pada umumnya dan jaminan fidusia pada 

khususnya, terutama tentang pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang 

tidak disertai dengan tindakan peneatalan (pemblokiran) dalarn Bnku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (B,P .K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

BAB 3 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhlr dalam penu[isan tesis ini. Pada bab III ini Penulis 

menguraikan kesimpuian dan saran yang merupakan hasil analisis dari bab-bab 

yang telah diuraikan sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban atas pokok-pokok 

pennasa!ahan yang diaugkat dalam penulisan tesis ini. 
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BAB2 

I'EMBEBANAN FIDUSIA I' ADA KENDARAAN BERMOTOR 

YANG TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN (PEMBLOKIIIAN) 

DALAM BUKU PEMILIK KENDABAAN BERMOTOR (B.P.K.B.} 

OLEH KEPOLISIAN NEG ABA REPUBLIK INDONESIA 

2.1. Hukum Benda 

Menurut Subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas adalah 

segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam 

arti sempit adalah barang yang dapat dilihat saja, ada lagi dipakai jika 

yang dimaksudkan kekayaan seseorang.16 Menurut Sri Soedewi Masjchun 

Sofwan, pengertian benda adalah barang berwujud yang dapat dilangkap 

dengan panca indera, tapi berang yang tidak berwujud termasuk benda 

juga. 17 Dalam pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan 

bahwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak 

yang dapat menjadi obyek dari hak milik. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum kebendrum adalah semua 

kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan 

1~ubekt1 {a}, Pokok-pokok Hukum Perdota, Cetakan ke-28, {Jakarta: lntermasa, 1996), 
haL 60. 

11Sri Soedewi Masjchun Sofwan (a), Hukum Perdota: Hukum Benda, Cetakan ke-4 
(Vogyaka rta:Liberty,19Bl),ha1.2, 
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mengatur hak-bak atas benda." Menurut L.J Van Apeldoom, hukum 

kebendaan adalah pengaturan mengenai hak-bak kebendaan. Menlll1ll 

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, hukum benda adalah pertama-tama 

mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, 

dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam 

hak kebendaan. 

2.2. Maeam .. macam Benda 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi 

beberapa golongan benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergeral<, 

benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda yang dapat dihabiskan 

dan benda yang .tidak dapat .dihabiskan, benda yang dapat diganti dan 

benda yang tidak dapat diganti, benda yang sudah ada dan benda yang akan 

ada. 

' 2.2.1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak: 

Suatu benda dapat digolongkan ke dalam benda bergerak yoitu 

karena sifatnya atau karena ketentuan undang-undang yang telah 

meoe!1ipkannya sebiigai benda bergerak. Contoh benda bergerak kareoa 

sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahtempatkan, misalnya perabu, 

kapal, sampan ta.mbang, mobil, dan sebagainya. Sedangkan contoh benda 

bergerak karena ketentuan undang-uudang yang telah menetapkannya 

sebagai benda bergerak antara lain hak pakai hasil, bak pakoi atas 

kebendaan bergerak, hak alas bunga-bunga yang dipeljal\iikan, saham-

" saham dalam persekutuan perdagangan atau perusahaan, surat~surat 

~edlman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-10, Oakarta: 
Ghalia Indonesia, 1984}, hal. 92. 
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berharga lainnya, tanda-tanda perutangan yang dilakukan dengan negara-negara 

a"ing. 

Demikian pula snatu benda dapat digolongkan ke dalam benda tidak 

bergerak yaitu berdasarkan sifatnya, kareoa peruntukannya ,atau karena 

ditetapkan oleh undaog-undang, Benda yang digolongkan ke dalam 

benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya yailu sifat benda tersebut yang 

tidak dapal berpiodab tempe! atau dipindabtempelkan misalnya tanab dan 

segala sesuatu yang terpaku/terumcap padaoya, pekaraogan-pekarangan dan 

apa yang didirikao diatasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan 

tanaman ladang yang dengan akarnya menancap ke tanab, buab-bnaban 

dad pohon yang belum rlipetik, barnng~barang tarnbang selama belum 

terpisab dan digali dari tanab, kayu tebangan dari hutan, kayu dari 

pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum dipotong, pipa-pipa dan 

got-got yang diperuntukkan untuk meoyalurkan air dari rumab alan 

pekarangan, segala apa yang tertancap pada pekarangan, segala apa 

yang terpaku dalarn banganan rumab, Benda yang digolongkan ke 

dalam benda tidak bergerak karena peruntukannya misalnya seperti 

apa yang ditetapkan dalam pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yaitu: 

a. Dalam perusahaan pabrik: 

Barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggllingan, 

penggemblengan, besi dan barang-barang yang tidak bergerak sejenis 

itu, apitan besi. kuali-kuali pengukusan, tempat api, dan jambang­

jambang, tong-tong, dan perkakas·perkakas sebagainya yang termasuk 

dalam asas pabrik, sekalipun barang-ba=g itu tidak tertancap atau 

terpaku; 

b. Dalam perumaban: 

Cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perbiasan lain-lainnya yang 
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dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dari 

dinding, pagar, atau plestcran ruangan, sekalipun barang-bamng 

tersebut tidak terpaku; 

c. Dalam kepemilikan tanab (pertanaban): 

Lungkang atau timbunan gcmuk yang diperuntukkan guna 

merabuk tanab, burung merpati tennasuk pula kawanan burung 

merpati,sarang burung yang dapat dimakan selama belim dipetik, ikan 

yang ada dalam kolam; 

d. Bahan pembangunan gedung yang berasal dari perombakan gedung, 

jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan 

e. Benda-benda yang dihubungkan pada benda tidak bergerak oleh 

pemiliknya untuk dipakai selamanya. 

Selain karena sifatnya, suatu benda juga dapet digolongkan kedalam benda 

tidak bergerak karena ditelapkan oleh ketentuan undang-undang, yaitu: 

a. Hak pakai basil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak; 

b. Hak pengabdian tanab; 

c. Hak nompang karang; 

d. Hak usaha; 

e. Bunga tanab, baik berupa uang maupun berupa barang; 

f. Bunga sepersepuluh; 

g. Pajak peken atau pasar yang dlakui oleh pamerinlab dan hak- hak 

istimewa yang melekat padanya; 
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h. Gugatan guua menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan 

tidak hergerak. 

i. Kapa1 dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya dna puluh meter 

kubik atau yang dinilai sama dengan itu. 

2.2.2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud: 

Benda herwujud adalah henda yang dapat dilihat dengan mala dan 

diraha dengan tangan, sedangkan benda yang tidak berwujud adalah 

kebendaan yang banya herupa bak-bak atau tagiban-tagihan. Terdapat 

perbedaan antara henda yang berwujud dengan benda yang tidak herwujud, 

terutama menyangkut cara penyerahannya. Cara penyerahan henda yang 

bervmjud diatur dalam Pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

yaitu dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata dari · tangan 

ke tangan (hand to hand), sedangkan penyerahan benda yang tidak 

berwujud diatur dalarn pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

yaitu dilakukan dengan jalan membuat akta, baik akta otentik maupun akta 

dibawah Iangan. 

2.2.3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat 

dihabiskan. 

Benda hergerak dikatak.an dapa! dihabiskan yaitu apabila karena 

dipakai menjadi habis dan dengan menghabiskannya menjadi berguna, 

seperti barang-barang makanan dan minuman, kayu bakar, uang, 

dan lain sebagainya. 19 Pembedaan benda yang dapat dihahiskan dan yang 

19
Rachmadi Usman, Hukum Jam/non Keperdotaan, (Jakarta: Sinar Graflk:a, 2008), hal. lx 
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benda tidak dapat dihabiskan tersebut terdapat dalam Pasal 505 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

2.2.4. Benda yang dapat digauti dan b<onda yang tidak dapat diganti 

Contoh benda yang dapat diganti adalab benda yang apabila 

hilanglmusnah dapat diganti dengan benda serupa, misalnya sebnah buku 

b""""" yang dicetak dalam jumlab banyak dan dipasarkan untuk umum, 

sedangkan benda yang tidak dapat diganti adalab benda yang jika hilang 

atau musnah tidak dapa! digantikan dengan benda serupa, misalnya lukisan karya 

seorang pelukis yang telab meninggal dunia, apabila lukisan tersebut musnab, 

tidak ada gantinya lagi. 

2.2~5. Benda yang sudah ada dan bcnda yang akan ada dikemudian harL 

Contoh benda yang akan ada dikemudian hari misalnya plutang. 

Pembedaan ini penting karena obyek suatu perjanjian tidak hanya alas benda­

benda yang sudab ada. melainkan dapat me!iputi benda-benda yang akan ada di 

kemudian hati sebagairnana temyata dalarn ketentaan Pasal 1334 Kitab Undang­

undang Hukum Perdata. 

2.3. Hukum Jaminan 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemnkan 

rumusan atau definisi yang jelas mengenai jaminan. Kita dapat menernnkan 

defmisi tersebut dati para abli hukum, antara lain Mariam Darns 

BadrulzAtman merumuakan jarninan sebagai suatu tanggungan yang dlberikan 

oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untnk 
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menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan?' Hartono Hadisaputro 

menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur 

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban 

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.21 

J. Sa1rio berpendapat bahwa huknm jaminan adalah peraturan huknm 

yang mengatur tentang jamlnan~jarninan piutang seorang kreditur 

terhadap seorang debitur. 22 Jadi dengan demikian dapal disimpulkan bahwa 

istilah hukum jaminan mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan 

dengan hak jaminan. 

2.3.1. Jaminan nmum dan Jaminan khusus 

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus.ZJ 

Mengenai jaminan urnurn diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang 

Huknm Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, 

bail< yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 

maupun yang barn akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk 

segala perikatan seseorang. Jadi tanpa dipeljanjikanpun seluruh harta 

kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pa1unasan utangnya. Kemudian 

Pasal 1132 Kitah Undang-undang Hukum Perdata mengatur lebib lanjut, 

bahwa kebendaan tersehut menjadi jarninan bersama-sama bagi semua orang 

2()Mariam (a), Op. Cit., haL 12. 

21Hartono HadJsaputro;"Pokok-pakok Hukum Perikaton dan Hukum Jaminan", 
lYogyakarta: Uberty, 19&4), hal. 50. 

u J. Satrio (a), Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Cetakan ke-3, (Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti,l996), hal. 3. 

13Fr1eda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hok-hak yang Memberi Jaminan 
Jilif) If, Cetal->an ke-1, (Jakarta; lnd-Hill, 2002}, hal. 7. 
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yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan. yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, 

kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah 

untuk didabulukan. Jadi apabila debitur tidak melunasi utang-utangnya 

maka segala kebendaan miliknya dapat dijual dan hasilnya dibagi-bagi kepada 

kreditur-kreditu.r konlcuren menunrt besarnya piutang maslng-masing (secara 

proporsional). 

Alasan yang sah untuk didahulukan hanya dimiliki oleh kreditur 

preforence. Mengenai kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren 

ataupun sebagai kreditur preference tidaklah menjadi suatu masalah apabila 

basil penjualan harta benda milik debitur cukup untuk melunasi utang­

utangnya. Pentingnya menjadi seorang k.reditur yang preference baru akan 

terasa apabila ternyata basil penjualan harta beuda milik debitur tidak eukup 

untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dalam hal demikian, kreditur 

preference memililci hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya 

atas basil penjualan kebendaan miiik debitur sehubungan dengan pelunasan 

utaug debitur, artinya basil penjualan harta benda debitur pertama-tama 

diambil bagi pelunasan piutang kreditur preference, setelah itu sisanya 

bagi pelunasan piutang .kreditur konkuren secara proporsional sesuai besamya 

piutang masing~masing. 

Untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam jaminan umum 

(dimana kreditur berkedudukan hanya sebagai kreditur yang konkuren), 

undang-undang memungkinkan diadakannya jaminan kbusus.24 Mengenai 

jarnirum khusus tersebul diatur secara tersirat dalam pasal 1132 Kitab 

Undang-undang Hukurn Perdsta yakni dalam bagian kalimat "... kecuali 

diantara para kreditur ada alnsan-alasan yang sah untuk didahulukan,». 

14/bid., hal. 10. 
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Jadi dapat diketahui bahwa ada kreditur yang didahulukan dalam 

pelunasan piutangnya. Secara umuru jika ditinjau dari sudut tujuan dan 

manfaat atau kegunaan jaminan, maka jaminan khusus mempunyai tujuan 

tertentu dan mernberikan manliiat khusus baik bagi debitur maupun bagi 

kreditur, antara lain yaitu:25 

a. Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanj ian pokok atau 

perjanjian utang-piutang; 

b. Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur 

wanpresta.si; 

c. Menjamin agar kreditur (bank) meodapatkan pelunasan dari benda­

benda yang dijaminkan; 

d. Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sunggub-sunggub 

menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditur; 

e. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang dipe!janjikan 

sehlngga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa utang-utang 

debitur dapat dibayar lunas; 

f. Menjamin debitur (nasabah) betperan sertn dalam transaksi yang 

dibiayai pihak kreditur. 

2.3.2. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan. 

Dalam Pasal ll33 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebu!kan 

bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit 

25 tbid., hal. 20. 
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dati hak istimewa. dan gadai, dan dan hlpotik. Oleh karena itu alasan 

untuk didahulukan dapat te!jadi karena ketentuan undarig-undang, dapat 

juga teljadi karena diperjanjikan antara kreditur dan debitur.26 Contoh 

alasan untuk didahulukan yang teijadi karena ketentuan undang-undang 

adalah Pnvilege (utang-piutang yang didahulukan) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1134 Kltab Undang-undang Hukum Perdata. Alasan untuk didahulukan 

yang teljadi karena peijanjian antara debitur dan kreditur dapat dilakukan dengan 

earn: 

a. Jaminan perorangan; yaitu kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk 

menggantikan kedudukan debitur membayar utang-utang debitur 

kepada kreditur apabila debitur !alai membayar utangnya atau 

wanprestasi ; 

b. Jarninan kebendaan, yaitu kreditur meminta benda-benda tertentu milik 

debitur untuk dijadikan sebagai jaminan utang. 

Jaminan perorangan (persoonlijke zekerheidsrechten I personal guaranty) 

adalah suatu ~anjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan 

seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si 

berutang alau debitur." Dalarn Pasal 1820 Kitab Undang-undarig Hukum 

Perdata diatur mengenai penanggungan atau borgtocht, yaitu suatu 

perjanjian dengan mana seorang pihak: ketiga., guna kepentingan si berutang, 

mengikatkan diri untuk memenulti perikatan si berutang manakala orang 

ini sendirl tidak memenuhinya. Dalam jarninan perorangan, kreditur 

tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya karena 

haria kekayaan pihak ketiga tersebut banya merupakan jarninan 

17
SUbekti (h), "'Jaminan~jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Jndt:meslo", 

(Bandung: PT. Citra Aditya Baktl, 1989), hal. 15. 
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bagi terselenggarnnya suatu perikatan. Jaminan perorangan mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut:28 

a. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu; 

b. Hanya dapat dipertahankan rerbadap debitur tertentu; 

c. Seluruh harta keayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utang, 

misalnya borgtocht; 

d. Menimbulkan bak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau 

keseimbangan (konkuren), artinya tidak membedakan mana piutang 

yang teijadi lcbih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. 

Dengan demikJan tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua 

kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harla kekayaan 

debitur; 

e. Jika suatu aaat tezjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda 

jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya 

piutang masing-masing (Pasal 1136 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata). 

Jaminan kebendaan (zake/ijke I zekerheidsrechlen) adalah jaminan 

yang memberikan kepada kreditur, alas suatu kebendaan milik debitur, hak 

untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.29 

Benda yang dijadikan jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak pembebanan 

jarninannya dapat dilakukan dalam bentuk lembega jarninan gedai alau 

lembaga jaminan fidusia. Sedangkan terhadap benda tidak bergerak diluar tanah 

~rl~da, Op. Cit., haL 16, 

19 Ibid. 

Universitas lndonesla 

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



19 

dapat dibebankan jaminan dengan lembaga jaminan hipotik. Sedangkan untuk 

tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapal dibebankan dengan hak 

tanggnngan. 

Dalam jaminan kebendaan, kreditur pemegang jaminan kebendaan 

meinpnnyai hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur konkuren dalam 

pemenuhan piutangnya alas penjualan harta benda milik debitur dalam hal debitur 

wanprestasi. Berbcda dengan jaminan perorangan) ciri-ciri jaminan kebendaan 

adalah:"' 

a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda; 

b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu 

milik debitur; 

c. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun; 

d. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun henda itu berada (droit 

de .mite I zaaksqelvolg); 

e. Mengandung a:ms prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu 

terjadi akan diuhuuakan daripada yang terjadi kemudian (droit de 

preference); 

f. Dapat diaHhkan; 

g. Bersifat perjanjian tambahan (accessoir). 

Dengan demikian jika ditinjau dari sudut paudang kreditur (bank), 

jaminan khusus akan memberikan kepastian kepada pihak bank untuk 

30 Ibid., hal. 17 
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memperoleh kembali piutangnya, dan ini berarti memperkuat kedudukan 

bank selaku kreditur. Selaiu itu jaminan khusus memberikan pula hak 

preference, artinya ada bak yang didahulukan bagi kreditur tersebut diafru! 

kreditur-kreditur lainnya dalam pemeouhan pembayaran utang debitur. 

Sedangkan dari sudut pandai:tg debitur, jaminan khusus ini memberikan 

dorongan pibak debitur agar benar-benar berusaha untuk membayar utangnya, 

disamping itu sekailgus merupakan suatu peringatan bagi debitur untuk 

tidak mudab melakukan wanprestasi." Oleh karena itu dalam memberikan 

kredit, kreditur cenderung mentin!a diadanya suatu jantinan khusus. 

2.3.3. Benda jaminan 

Benda sebagai benda jaminan seyogyanya memenuhi kriteria tertentu. 

Syarat-syarat benda jarnioan yang baik adalab sebagai berikut:" 

a. Dapat dengan mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukannya; 

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya; 

c. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, hila perlu dapat mudah 

diuangkan untuk melnnasi utangnya si penerima (pengambil) kredit. 

31/bld., hal. 19 . 

.»Salim HS, Perkembcngan HukumJaminan di Indonesia, Edlsi 1, Jakarta: Raja Graftndo 
Persada, 2007, hal27·28, 
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Nilai benda yang dijadikan jaminan akan ditaksir besarannya, 

seyogyanya nilai tersebut harus lebih besar dari nilai kredit yang dijarnin 

(lennasuk utang pokok dan bunga). 

2.4. Jaminan Fidusia 

2.4.1 Pengertian Fidusia 

Fiduciaire eigendoms overdracht atau 1azim disebut fidusia berasal dari 

kata fides yang berarti kepercayaan.33 Lembaga fidWlia disebut dengan bennacam­

macam nama.34 Zaman Romawi menyebutnyafiducia cum creditore. 35 Asser van 

Oven menyebutnya zekerheid~ eigendom, yang artinya hak millk sebagai 

jaminan.36 Blorn menyebutnya bezitloos zekerheidsrecht~ yang berarti hakjaminan 

tanpa penguasaan.37 Kabrel menyebutnya verrnimd pandbegrip, yaitu pengertian 

gadai yang diperluas.38 A.Veenhoven memberi istilah eigendoms overdracht tot 

zekerheid yang rutinya penyerahan bak milik sebagaijaminan.39 

Dalam Pasal I ayat (I) Undang-undang Jaminan Fidusia, pengertian 

fidusia dirumuskan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang bak kepemilikannya dialihkan 

33Frieda, Op. Cit..- hal. 42. 

34
Mariam Darus Badrulu'lman {[;), Mencad Si5tem Hukum Benda Nasional, Cetakan ke~2, 

(Bandung: Alumn1, l-997), hal. 111. 

"tbid . 

. nMariam {b), Op. Cit. .. hal. 90. 
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tersebut teiap dalam penguasaan pemilik benda. Tujuan dari konstruksi ini adalah 

untuk membuka kemungkinan agar debitur tidak terhambat untuk melakukan 

usabanya dan dapat mempergunakan benda jaminan. 40 

Dalam Pasal I ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, terdapat istilah 

jaminan fidusia yang diartikan sebagai hak jaminan alas benda bergerak balk yang 

berwujud rnaupun yang tidak barwujud dan benda tidak bergernk khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan pemberi lidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertantu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

tcrhadap kreditor lainnya. 

Berdasarkan defmisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa fidusia 

merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepereayaan, sedangkan 

jaminan fidusia adalah jaminan dalam bentuk fidusia. 

Proses penyerahan hak milik dalam jamimm fidusia dibagi menjadi tiga 

1. Fase pertama (petjanjian obligatoir/titef): 

Proses jarninan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir 

yaitu berupa peijanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara 

pihak Pemberi Fidusia (debitur) dengan pibak Penerima Fidusia 

(kreditur). 

40Marlam {a), Op. Cit.~ haL 62. 
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2. Fase kedua (perjanjian kebendaan/ za/ce/if/ce overeenkomst): 

Peljanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan bak milik dari debitur 

kapada kreditur, da.lam hal ini dilakukan secara constitutum 

possesorium, yaitu panyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik 

bend a. 

3. Fru;e ketiga (perjanjian pinjam pakai/ bruiklening): 

Dalam perjanjian pinjam pakai ini, benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia yang telah beralih hak kepamilikannya kepada pihak kreditur 

dipinjam-pakaikan kepada pihak debitur, sebingga praktis banda 

tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tctap dikuasai oleh pihak 

debitur.'~2 

2.4.2. Sejarah Fidusia 

Sebagaimana telah diw-aikan sebelumnya, salah satu bentuk jaminan 

khusus yang bersifat kebendaan adalah lembaga fidusia Lembaga 

fidusia merupakan lembaga jaminan yang dikenal oleh masyarakat Romawi. 

Semula lembaga jllminan fidusia tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. 

Ada dua bentuk jaminan Fidusia. yaitu fiducia cum creditore contracta 

danfiducia cum amico contracta. 43 Fiducia cum creditore contracta berarti janji 

kepereayaan yang dibuat dengan kreditur yang intinya adalah bahwa debitur 

akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditumya sebagal 

jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan 

mengua'iai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalibkan 

kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya Ielah dibayax 

42Mun!r Fuadv, Jominan Fidusia, Citra Aditya Sakti, (Bandung. 2000}, hal. 6 

M~Gunawan Wldjaja & Achmad Yanl, Jaminan Fidvsia; Cetakan ke<3, (Jakarta~ PT. 
Rajagrafindo Persada, 2003), hat 119. 
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lunas.44 Dalam Jembaga flducia cum creditore contracla} hubungan para pihak 

didasarlmn alas pertimbangan kepercayaan kepada moral, yai!u moral inlrinsik, 

yang tidak dipengaruhi oleh hakum positif, balk undang-undang maupun 

ymisprudensi.45 Debitur percaya bahwa krcditur tidak akan memiliki benda 

jaminan untnk selamanya dan akan mengembalikan bendn jaminan jika debitur 

telah memenuhi kewajibaJmya.46 Dengan berkembangnya Jernbaga gadai dan 

hipotik. lembaga flducia cum creditore contracla tidak populer lagi dan hilang 

dari lalu lintas perkreditan.'u 

Masyarakat hakum Romawi juga mengenal lembaga fiducia cum amico 

can/racta, yang artinya janji kepercayaan yang dibrnrt dengan ternan'' Lembaga 

fidusia ini sering digunakan oleh seorang "pater familias" yang harus 

meninggalkan keluarga dan tanahnya untnk jangka waktu yang lama karena 

ia hams membuat perjalanan jaub atau untuk pergi berperang.49 Dalam hal 

demikian paterfamilias tersebut akan menitipkan farnilia-nya, y!Utu keluarga 

dan se!uruh kckayaannya, kepada seorang ternan yang dipercayakan untuk 

mengnrus tanah dan kekayaannya itu serta memberikan bimbingan dan 

perlindungan kepadn keluarga yang ditinggalkan oleh pater familias."' 

44frieda. Op, Cit, haL 43-44. 

4
"-ran l<.amelo, Hukum Jominon Fidusfa Suotv Kebutuhon yang Dfdombakon: Sejarah. 

Perkembangonnyo, dan Pefoksanaannyo Do/am Prokt1k Bank don Pengad!Jan, Edisi ke-1, Cetakan 
ke·l, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 44. 

46
/bid., hal. 46. 

47
1bid. ,hal. 47 • 

.a6unawan, Op.. Cit., haL 121. 

,(;!fred, B. G. Tumbuan, "Mena1rmati Pokok-pokok Undang-undang fidusia", Media 
Notariat, No.3 Tahun 2000, haL 18. 
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Berdasarkan peijanjian, temannya itu akan mengembalikan kepemilikan alas 

familia tersebut bilarnana si paterfamilias sudab kembali dari peijalanannya.51 

Fiducia cum amico contracta ttdak ditujukan untuk kepentingan jaminan 

utang.52 Hubungan antara pemberi dan penerima adalah bersifut kepengurusan 

harta benda.53 Baik flducia cum creditore cantracla maupun fulucia cum amico 

cuntracta timbul dari suatu perjanjian yang disebut pactum .fiduciae yang 

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. 54 

Pada akhir abad ke-sembilan belas, terjadi suatu keadaan yang 

menirnbulkan suatu kebutuban akan lembaga jaminan yang lain dari gada!, 

sekalipun benda jarninannya adalab benda bergerak.35 Pada saat itu teljadi 

krisis dalam bidang usaba pertanian yang disebabkan oleh serangan harna, 

sehingga para pengusaba pertanian membutubkan banluan modal yang diharapkan 

dari pihak bank. Narnun pada waktu itu pihak bank tidak mau memberikan 

kredit kepada para pengusaha pertanian, kecuali disadiakan barang jaminan 

berupa alat-alat pertanian dalam bentuk jaminan gada!." Hal tersebut sulit 

untuk dipenuhi karena para pengusaha pertanian disamping membutuhkan 

bantuan modal juga membutubkan alat-alat pertanian untuk mengusabakan 

labannya, sadangkan pada lernbaga jaminan gada!, benda jaminan dikuasai 

seoara fisik oleh pihak kreditur. Demikian pula halnya dengan lembaga hlpntik 

yaitu lembaga jaminan alas banda tetap seperti tanah, terdapat beberapa 

kendala antara lain karena para pengusaba pertanian tidak banyak yang 

5~an, Op. Cit., hal. 45. 

54Gunaw<m. C)fJ. Cit~ haL 119. 

~atrio, Op. Cit.~ haL 167. 

~an, Op. Cit., haL 48. 
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memiliki tanah bak milik57 Di samping itu pihak bank sebagai pemberi kredit 

juga mensyaratkan jaminan tambahan. Keadaan tersebut melahirkan suatu 

lembaga jaminan baru yang disebut Oogstverband (ikatan panen), yaitu suatu 

bentuk lembngn jaminan dimana basil panen dijadikan sebngai jaminan 

tambahan." 

Berdasarkan Pasal 1 Koninlijk Besluit tahun 1884, Oogstverband adalah 

suatu hak kebendaan atas basil-basil pertanian yang belum dipetik atau 

sudah beserta perusabnan serta peralatan yang digunakan untuk pengolahan 

basil pertanian itu, untuk jaminan agar dipenuhi peljanjian untuk menyemhkan 

pruduk-produk itu kepada pemberi uang untuk dijual dalam komisi dengan 

tujuan membayar uang-uang persekot, bunga-bunga. ongkos-ongkos, dan uang 

provisi darl basil penjualan. Karena hasil panen adalah benda bergerak) maka 

seharusnya (sebelum lehir lembnga Oogstverband) lembaga yang dipakal adalah 

lembega gadal dengan konsekuensi benda gadai harus dikeluarkan dari 

kekuasaan pemberi jaminan.59 Lembaga Oogstverband memberi kemungkinan 

bahwa barang jaminan itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan 

(debitur).60 lnilah yang merupakan langkah awal dari lehimya suatu lembaga 

jaminan fidusia seperti yang dikenal sekarang ini. Menurut Subekti, lembaga 

Oogstverband mempunyai kelemahan tentang bapusnya Oogstverband, yaitu 

apabila basil pan en yang dijadikan jaminan dalam Oogstverband musnah. 61 

saJ. Satrlo, Op. Cit~ hal. 167. 

S11bfdv hal. 168. 

~an, Op. Cit., hat 50. 

~.;1Subek:ti (b), Op. ctr.~ haL 80. 
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Dengan adanya kelemahan tersebut, Oogstverband sebagai jaminan dalam lalu 

lintas kredit kehilangan fungsinya sehingga tidak digemari masyarakat.62 

Selain Oogstverband, sebagai jalan keluar atas permasalahan dalam 

lembaga jaminan gadai, ditempuh melalui lembaga Voorraadpand.63 

Voorraadpand adalah suatu bantuk jaminan dengan obyek barang­

barang dagangan tanpa pemindahan kekuasaan atas barang-barang dagangan 

tersebut.64 Lembaga Voorraadpand ini juga memiliki kelemahan, yaitu 

penjaminannya tidak tercatat dalam suatu register, kelruasaan barang berada pada 

debitur dan debitur secara yuridisi teblp merupakan pemilik dari barang-barang 

terscbut.65 

Deugan melibat adanya kekurangan-kekurangan dalam lembaga­

lembaga jaminan yang Ielah ada, maka orang mencari jahm keluar yang 

akhirnya ditemukannya sendiri dalarn praktek, yaitu melalul lembaga jaminan 

yang sekarang ini dikenal dengan penyerahan hak miJik secara kepercayaan 

flduciare eigendomsoverdracht atau disingkat fiducia atau fidusia. Pada 

prinsipnya, apabila suatu barang dijaminkan dengan meeggunakan lernbaga 

jaminan fidusia, berarti kepemilikan atas barang tersebut baralih kepada 

kreditur, akan tetapi penguasaan barangnya tetap peda debitur.66 Dengan kata 

lain, penyenahan bak milik atas barang-barang kepeda kreditur yang ditempuh 

berdasarkan kepercayaan itu dalam kenyataannya (infoite), barang-barang tcrscbut 

~ri Soedewr Masjchun Sofwan (a), Beberapa Masalah Pelaksanaon Lembago Jominan 
Khususnya Fidu!iJ'a dl Dalom Pffiktek dan Perkembangonnya di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada, 1977), hal. 73. 

Ky-an, Op. Cit-. hal. SL 

tii>Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (8W), (Jakarta: Slnar Graflka, 2005}. hal. 
126. 
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tetap berada di tangan debitur, tetapi hak milik atas barang-barang tersebut 

diserahl<an kepada kreditur. 67 

Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lernbaga fidusia 

tidak turut diambil alih." Lembaga fidusia di Negeri Belanda mendapat 

pengakuan dari pengadilan mela!ui arre.<t yang kemudiau terkeual dengau 

sebutan Bierbrouwerij Arrest, tanggal 25 Januari 1929.69 Kasus ini melibatk:an 

dua pihak yaitu Pieter Bos yang adalah seorang pengusaha kantin I cafe/aria 

(cafehouder) di Sneek melawan N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij 

yang berkedudukan di Arru;terdam. Suatu saat Pieter Bos merninjam uang 

kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij. Pieter Bos tidak memiliki 

benda lain untuk dijadikan jaminan atas pinjarnannya kepada N.V Heineken 

Bierbrouwerij Maatschappij tersebut selain dari kantin miliknya tersebut. 

Kemudian seb!ll,>ai jaminan, kedua belah pihak melakukau perjaujian jual-bali 

inventaris kaolin milik Pierter Bos tersebut. Pieter Bas menjual inventaris kantin 

miliknya tersebut kepada N. V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij dengan 

hak untuk membeli kembali, dengan syarat bahwa inventaris kantin tersebut untuk 

sementara waktu tetap dikuasai oleh Pieter Bos sebegai perninjam pakai. Apabila 

di kemudian hari atau pada saat jatuh tempo pembayaran utang. Pieter Bos 

dapat tidak melunasi utanguya atau pailit, maka perjanjiau pinjam pakai rerselmt 

berakhlr dan inventaris kantin diserahkan kepada pihak N.V Heineken 

Bierbrouwerij Maatschappij. Dalam perkembangannya ternyata Pieter Bos pailit 

sehingga harta kekayaannya te:rrnasuk inventaris kantin miHknya diurus oleh 

kuratornya. 

67Kartini Muljadi, "Le.mbaga-lembaga Jominan Da/am Tear/ dan Praktek"', Medis 
Notariat, No. 34-35<36~37 Tahun 1995, hal. 113. 

" fbld., hal. 47 

6*J, Satrlo, Op. Cit., hat 169. 
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Kemudian pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij menuntut 

inventaris kantin tersebut darl pihak kurator Pieter Bos untuk disita. namus 

kurator kepailitan menolak dengan alasan bahwa perjanjian jual-beli dengan hak 

membeli kembali antara Piete Bos dengan N.V Heineken Bierbrouwerij 

Maatschappij hanyalah pura-pura sehingga tidak sah. Aldbatnya kurdtor kepailitan 

rnenuntut pernbatalan perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali tersebut 

Pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij kemudian mengajukan guagtan 

ke pengadilan tingka! I (Rechtsbank}. 

Melalui putusannya Rechtsbank menolak gugatan pihak N. V Heineken 

Bierbrouwerij Maatschappij sekaligus meogabulkan gugatan dalam rekonvensi 

dari pihak kurator Pieter Bos dengan alasan bahwa perjanjianjual-beli dengan hal 

membeli kembali tersebut hanyalah pura-pura saja. 70 Yang dilakeken antara kedua 

belah pihak sebenamya adalah perjanjian gadai, namun kerena benda jaminan 

tidak diserabkan kepada pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij sesuai 

dengan ketentuan pasal 1!52 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

maka gadai terse but menjadi tidak sah. 71 

Kemudian pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij mangajukan 

banding ke Pengadilan tingkat banding (Hooggerechtshof). Pengadilan tingkat 

banding ini temyata memberikan putusan yang membatalkan putusan pengadilan 

tingkat I (Rechtbanl() dan menetapkan bahwa perjanjian jual-beli dengan hak 

membeli kembaii adalah sah serta memerintahkan kurator kepai!itan Pieter Bos 

untuk menyerahkan inventaris kantin kepada N.V Heineken Bierbrouwcrij 

Maatschappij. 

10Fr1eda, Op. Cit, hal. 47. 
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Merasa tidak puas dengan keput.usan Hooggerechthof, Jrurator kepailitan 

yang bersangkutan meng,Yukan kasasi ke pengadilan tingkat kasasi (Hogeraad). 

Sengketa ini diproses dlmana pada akhimya Hogeraad memutuskan 

bahwa pexjanjian jaminan antara Pieter Bos dan N.V Heineken Bierbrouwerij 

Maatschappij berupa perjanjian penyerahan hak milik sebegai jaminan 

merupakan titel yang sah.72 Kurator kepailitan tersebut d[wajibkan menyerahkan 

inventaris perusahaan Pieter 8os kepada N.V Heineken Bierbrouwerij 

Maatschappij.13 

Yang menjadl dasar pertimbangan bagi Hogeraad dalam memut.us 

sengketaini adalah:74 

a. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan aturan gadai, kareana pihak­

pihak disini bukan mengikat perjanjian gadai; 

b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pari/as creditorum, karena 

perjanjian 101 mengenai barang-barang milik N.V Heineken 

Bierbrouwerij Maatschappij dan bukan milik Pieter Bos. 

c. Perjanjian ini tidak merupekan penyelundupan yang tidak 

diperbolehkan (ongeoorloofde wetsonduiking). 

d. Petjanjian ini tidak bertentangan dengan kepat.utan (geode zeden). 

2.4.3. LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA Dl INDONESIA 

Lembege fidusia semula tidak diat.ur oleh undang-undang, tetapi lahir 

dari praktek. 75 Sistem hukwn Indonesia mempunyai hubungan yang sang at 

nMariam Darus Badrullaman (dl, Bob-bob Tentang Credietverband, Gadai. dan Fldusia, 
Cetakan Jre.S, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991}, haL 90. 
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erat dengan sistem hukum Beianda, hal ini dikarenakan adanya pertautan 

sejarah yang didasarkan peda asas konkordansi (concordantie begiwe/)76 Setelah 

adanya kasus bierbrouwerij arrest di Belanda, di Indonesia muncul pula 

persoalan hukum antara Bataafsche Petrolemn Maatschappij melawan Pedro 

Clignett yang dioutus pacta tanggal 18 Agustus 1932 oleh Hooggerechtsho/.71 

Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij, 

dan sebagai jaminan atas utangnya tersebut Pedro Clignett menyerahkan 

hak miliknya, yaitu sebuuh mobil, atas dasar kepercayaan kepada Bataafsche 

Petroleum Maatschappij. Namun demikian Pedro Clignett tetlp menguasai 

mobil tersebut berdasarkan peJjanjian pinjam pakai. Apabila di kemudian hari 

atau pada saat jatuh tempo pembayanm utangnya Pedro Ctignett temyata 

!alai, maka pe~anjian pinjarn pakai tersebut menjadi berakbir dan Bataafsche 

Petroleum Maatschappij berhak mengambil mobil tersebut 

Pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada saat jatuh tempo pembayaran 

utangnya, Padro Clignett temyata tidak dapat melunasi utangnya tersebut 

Bataafsche Petroleum Maatschappij mengajukan gugatan terhadap Pedro 

Clignett. Bataafsche Pettolemn Maatschappij memohon agar pengadilan 

memhatalkan peJjanjian pinjarn pakai antara Bataafsche Petroleum 

Maatschappij dengan Pedro Clignett dan menyerahkan mobil tersebut kepada 

Bataafsche Pelroleum Maatschappij. Padro Clignett menolak rnenyerahkan 

mobil tersebut dengan alasan Bataafuche Petrolewn Maatschappij bukanlah 

pemilik yang sah dari mobil tersebut karena peJjanjian yang dibuat tidak 

sah. Menurut Pedro Clignett, pengikatan jaminan yang teJjadi merupakan gadai, 

75Achmad Zaini Bay, Beberapa catatan Aspek Hukum Tentang Jaminan FldiJs!a (Undang­
undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiduslaj Bagian I, Media Notcriat N.omor 4 
Tahun 2000, M!. 5. 

7byan, Op. Cit, hal. 36. 

n Ibid., hal. 55. 
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namun karena bendanya (mobil tersebut) dibiarkan tetap bemda di tangannya, 

yaitu tidak diserahkan kepada pihak Bataafsche Petroleum Maatschappij 

untuk memenuhl syarat inbezit.stelling, maka perjanjian gadal tersebut rnenjadi 

tidak sah dan mobil tersebut tetap menjadi miliknya. 

Kemudian setelab melalui beberapa pertimbangan, maka Hooggerechtshof 

menyatakan menolak ala.san Pedro Clignett dan berpendapat bahwa pengikatan 

jaminan yang dibuat antara Pedro Clignett dan Bataafsche Petroleum 

Maatschappij bukan merupakan gadai, melaiukan sebagai penyerahan hak ntilik 

alas dasar kepercayaan atau fidusia, sebagaimana Ielah diputuskan di Negnri 

Belanda melalui hierbrouwerif arrest pada tahun 1929. Hoogerechsthof 

memutuskan bahwa perjanjian penyerahan hak milik atas. dasar kepercayaan 

tersebut adalah sah dan pedro diwajibkan untuk menyerabkan mobil yang 

merupakan benda jaminan yang dikuasainya kepada pihak Bataafsche Petroleum 

Maatschappij. 

Perkembangan fidusia di Indonesia semaldn meluas ketika. 

ditmdangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agmria (dikenal juga sebagal Undang-undang Pokok Agmria). Pada 

awaloya herdasarkan yorispmdensi, fidusia banya dapat dibebaakan terbadap 

benda-henda bergerak. Narnun, dengan lahimya Undang-undang Pokok 

Agraria tersebut fidusia dapat pula dibebaakan alas tanah-tannb yang tidak dapat 

dljamink:an melalui hipotik~ misalnya hak pakai dan hak sc"va. 

Selain itu, fidusia dapat pula dihebankan terhadap bangunan. Secara 

teoritis, fidusia alas bangnnan dihenarkan karena hukurn pertanaban di 

Indonesia menganut asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini bangunan dan 

tanarnan bukan merupakan bagian dari tanab yang hersangketan. 78 Jadi 

111Boedi Harsono, Hukum Agmria Indonesia: Sejaroh Pembentukan Undang-undang 
Pokok Agrario, fsi, dan Pefaksonaannya, (Jakarta: Ojambatan, 1977), hal. 233. 

Universitas Indonesia 

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



33 

perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan 

diamsnya." 

2.4.4- Dasar Hokum Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia 

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga jarninan 

fidusia, yang menjadi dasar hukwn bagi lembaga fidusia ada1ah yurisprudensi. 

Namun kemudian perkembangan jaminan fidusia ini di Indonesia menjadi 

diperluas lagi dengan diundangkannya Undang-undang Jarninan Fidusia pada 

tanggal 30 September 1999,00 yakni dengan diundangkannya Undang-undang 

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya dalam 

penulisa.n ini disebut Undang-Wldang Jaminan Fidus.ia). 

Selain Undang-undang Janainan Fidusia, terdapat beberapa peraturan yang 

mengatur mengenai fidusia, yaitu: 

a. Pernturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Janainan Fidusia; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2000 tentaog Perubahan Aw 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tabun 1999 tent:ang Tarif Alas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Beriaku Pada Departemen 

Kchaklman; 

c. Keputusan Presiden Nomor 139 tabun 2000 tentang Pembentukan 

Kantor Pendafiarnn Fidusia di Setiap Ibuk:ota Propinsi di WHayah 

Negnra Republik Indonesia; 

wAchmad, Op. Cit., hal:>. 
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d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.Ol.UM.Ol.06 tahun 2000 tentang Bentuk 

Formulir dan Tata Cara Penda:ftaran Jaminan Fidusia; 

e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hale Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.08.PR.07.01 tahun 2000 tentang Pembukaan 

Kantor Pendaftaran Fidusia; 

f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang Pembukaan 

Kantor Pendaftaran Fidusia di Selurub Kantor Wi!ayab Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

g. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.02.PR.07.10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.03.PR.07.1 0 tahun 2000 tentang Pembukaan 

Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

h. Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum 
-

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: C.UM.Ol.I0-11 tentang Penghitungan Penetapan Jangka 

Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Fidusia; 

2.4.5. Subyek Jaminan Fidusia 

Subyek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penenma 

fidusia Da!am Pasa! I ayat (5) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan 

bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia. Da!am Pasal I ayat (6) Undang-undang 
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Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan 

atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan 

jarninan fidusia. Jadi subyek dalam jarninan fidusia dapat berupe orang­

perorangan maupun koq;orasi. 

2.4.6. Obyck Jaminan Fidusia 

Berdusarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang dapal 

dijadikan obyek jarninan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 

dialibkan, balk yang berwujud maupun yang lidak berwujud, yang terdaftar 

maupun yang tldak terdatlar, yang bergerak mapun yang tidak bergerak yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek Dalam hal inl untuk benda 

tidak bergerak yang alum menjadi obyek jaminan fidusia terdapat persyaratan­

persyaratan, yaltu: 81 

a. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan bak tanggungan 

yang berkaltan dengan tanab dan bangunan, sepanjang persturan 

perundang~undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda­

benda tersebut wajib didatlar; 

b. Benda-benda lersebut tidak dapat dibebani hlpetek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1!62 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

juncto Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau 

hipotek atas kapal laut sebagaimana diatur dalarn pusal 49 Undaog­

undang Nomor 15 Tabun 1992 tentang Pel!iyaran, yaitu kapal yang 

terdatlar dengan isi kotor berukunan dua puluh meier kubik atau lebib; 

c. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotek alas pesawat terbang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 

Tabun 1992 juncto Pasal 11 Uudang-undang Nomor 1 tahun 2009 

tentang Peoerbangan beserta penjelasannya. 

$)Frieda, Op. Cit., hal. 66. 
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Sedangkan persyaratan untuk benda-bonda bergerak sebagai obyek 

jaminan fidusia adalab bonda-benda tersebut tidak dibebani dengan gadai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

2.4. 7. Ciri-ciri dan sifat-sifat Jaminan Fidusia 

Ciri-ciri dan sifat-sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut: 

a. Jaminan kebendaan (zakelijkezekerheidl security right in rem). 

Menurut Pasal II juncro Pasal 12 Undang-undang Jaminan Fidusia, 

jaminan :fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, 

sehingga dengan sendirinya me1ekat di dalamnya unsur kebendaan 

karena melalui pendaftara.n berarti ada pemberitahuan kepada umum 

(asas publisitas) yang rnengisyaratkan babwa jaminan fidusia adalab 

jaminan kebendaan. 82 

b. Bersifat accesoir 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian 

pokok. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jarninan 

Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan 

perjanjian ikutan dari suatu petjanjian pokok yang menimbu1kan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Kemudian dalam 

Pasal II ayat (I) Undang-undang Jarnirum Fidusia kembali ditegaskan 

babwa jarninan fidusia haptll; derni hukum karena bapusnya utang 

yang dijamin dengan fidusia. Sebagai suatu peijanjian yang bersifat 

accesoir, petjanjianjaminan t1dusiamemiliki sifat sebagai berikut:83 

"'Ibid., hat. 70. 
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• Sifat ketergantungan terhadap peljanjian pokok, 

• Keabsahannya sernata-mata ditentukan oleh sah atau tidak:nya 

perjanjian pokok. 

• Sebagai perjanjian hersyarat, maka hanya dapat dilakaanakan 

jika ketentuan yang disynratkan dalarn pe!janjian pokok telah 

atau tidak dipenuhi 

c. Asas publisitas 

Menurut Pasal I! ayat (I) Undang-undang Jaruinan Fidusia, benda 

yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, Pendaftaran 

dilaksanakan di tcmpat kedudukan Pemberi Fidusia dan mendakup 

benda baik yang bemda di dalarn maupun di luar wilayah Negara 

Republik Indonesia (penjelasan Pasal ll Undang-undang Jarnbsan 

Fidusia}, Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas dan 

sekaligus merupak:an jarninan kepastian terhadap kreditur lainnya 

mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. 

d. Asas spesialitas. 

Dalam Pasal S ayat (I) Undang-undang Jarninan Fidusia disebutkan 

bahwa pembebanan benda dengan jarninan fidusia dibuat dengan Akta 

Notaris, dalarn Bahasa Indonesia, dan merupakan Akta Jaminan 

Fidusia. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-iiDdang Jaminan Fidusia 

dijelaskan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia selaiu dicantumkan hari 

dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu Gam} pembuatan akta 

tersebut. Kemudian dalarn Pasal 6 Undang-undang Jaminan fidusia 

disebutkan bahwa Akta Jarninan Fidusia sehagaimana dimakaud dalam 

Pasal5 Undang-undang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat: 

83Gunawan Wldjaj~ dan Ahmad Yanl, Seri Hukum Bis.nis: Jamfnort Fidusia, Cetakan ke-1, 
(jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hat 125 
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• Identitas pihak pemberi dan pihak penerima fidusia; 

• Data-data pe<janjian pokok yang dijamin dengan fidusia; 

• Uraian rnengenai bend a yang menjadl obyek jaminan fidusia; 

• Nilai penjaminan; dan 

• Nilai benda yang menjadi obyekjaminan fidusia. 

e. Droit de suite 

Dalam Pasal 2(} Undang-undang Jaminan Fidusia dillebutkan bahwa 

jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan 

tidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuaH 

pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, 

kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa ketentuan ini 

mengakui prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian dati 

peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak 

mutlak atas kebendaan. 

f. Droite de preference 

Daiam Pasal I ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan 

bahwa Penerima Fidusia mempunyai kadudukan yang diutamakan 

terhadap kreditur lainnya. Dalam Pasal 27 ayat (!) Undang-undang 

Jami11an Fidusia dikatakan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang 

didahulukan terhadap kreditur lainnya. Selanjulnya dalam Pasal 27 ayat 

(2) Undang-undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa bak yang 

didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayal (I) adalah hak 

Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas basil 

eksekusi benda yang menjadi obyekjaminan fidusia. Dalam penjelasan 

Pasal 27 ayat (I) Undang-undang Jaminan Fidusia dljelaskan bahwa 

hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran 
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benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kanror Pendafiaran 

Fidusia. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia 

dikalakan babwa hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak 

hapus karena adanya kepailitan dan I atau likuidasi Pemberi Fidusia. 

Hal ini berarti jika Pemberi Fidusia jatuh pailit, benda jaminan fidusia 

tidak masuk ke dalam boedel pailit. Kurator kepailitan tidak berhak 

menuntut benda yang bersangk:utan dnri kekuasaan Pemberi Fidusia. 

Penerima Fidusia mempunyai hak preference. la berhak menjual benda 

jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepadanya 

lebih dulu dari kreditur-kreditur lainnya. 84 

g. Jaminan peiunasatl utang 

Dalam Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia diatur mengenai utang 

yang pelunasannya dijamin dengan fidusia. Utang tersebut dapat 

berupa: 

• Utang yang telah ada; 

• Utang yang barn akan timbul di kemudian hari yang telah 

diperjanjikan dalam jumlah tertentu; a tau 

• Utang yang pada saat eksakusi dapat ditentukan jumlalmya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajibao 

rncmenuhi suatu prestasi. 

h. Parale executie 

Pasal 15 Undang-undang Jarninan Fidusia mengalur bahwa dalam 

Sertiftkat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga 

mempunyai kakuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian 

84Fri~da, Op. m., hal. 59. 
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apabila debitur cidera janji1 Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 

menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya 

sendiri. 

1. Constilutum poJ."Sessorium 

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia adalah dengan consitutum possesorium. artinya pengalihan hak 

milik atas suatu benda dengan me1anjutkan penguasaan atas benda yang 

bersangkntan." Pemberi Fidusia akan mengunsai bendajaminan fiduala 

untuk kepenlingannya sendiri. 

J. Dapat diberikankepada lebih dari seorang penerima fidusia (kredirur) 

Menurut Pasal & Undang-undang Jaminan Fidusia, ja.m.inan fidusia 

dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada 

kunsa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Selanjutnya dalam 

penjelnsan Pasal 8 Undang-undang Jaminaa Fidusia dinyatakan bahwa 

ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari 

satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsiurn. 

k. Tidak boleh melakukan fidusia ulang (ganda) 

Pasal 17 Undang~undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Pemberi 

Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Hal ini disebabkan karena 

hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima 

Fidusia1 dengan demikian Pemberi Fidusia tidak berhak membebankan 

jaminan yang kedua atas benda yang bersangkutan. Namun, dalam 

praktek mungkia saja teijadi fidusia ganda. Secara teoritis tentunya 

85 Ibid., hal. 73. 
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Pernegang Fidusia pertarnalah yang berhak alas bendanya, !<:arena 

Pemegang Fidusia kedua momperoleh bendanya dari orang yang tidak 

beiwenang. 86 Dalam Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia 

disebutkan apabila atas benda yang sama yang menjadi obyek jaminan 

fidusia terdapat lebih dari I (satu) peljanjian jaarinan fidusia, maka hak 

yang didahulukan sebagaimana dimaJ<sud dalam Pasal 27 Undang­

undang Jaminan Fidusia, diberlkan kepeda pihak yang lebih dahulu 

mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

2.4.8. Akta Jaminan Fidusia 

Sebeium jaminan fidusia diatur dalam suatu undang-undang di Indonesia~ 

pembeban!lll suatu benda dengan jaminan fidusia dapat dilakakan dengan atau 

tanpa suatu akta. Namun, dengan adanya Pasal 5 ayat (!) Undang-undang 

Jaminan Fidusia, kini ditentukan hahwa untuk molalrukan pembehanan benda 

dengan jarnjnan fidt:;sia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan 

merupakan akta jaminan fidusia. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia, 

AktaJaminan Fidusia sekunmg-kurnngnya menguraikan tentang: 

a. ldentitas pihak pomberi dan penarima fidusia; 

b. Data perjanjian pnkok yang dijamin fidusia; 

c. Uraian mcngenai Benda yang menjadi objek jarninan fidusia; 

d. Nilai penjaminan; dan 

e. Nilai Benda yang menj adi objek jaminan fidusia. 

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan hahwa 

mengenai besamya biaya akta jamiuan fidusia diatur lebih Janjut dalam Pernturan 

Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besamya biaya akta 

56Herlien, "JamJnan Hdusia dan Beberapa Permasalahannya", Media Notariat, No. 5 
Tahun 2000, haL 22. 
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jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Peratman Pemerintah Nomor 26 Tahun !999 tentang Tarif Akta 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlakn Pada Departemen 

Kehakiman. 

Biaya Akta Jaminan Fidusia 

No. Nilai Penjaminan Biaya akta 

maksimwn 

l < Rp. 50.000.000,00 Rp. 50.000,00 

2 > Rp. 50.000.000,00 - Rp !00.000.000,00 Rp. 100.000,00 

3 > Rp. 100.000.000,00 - Rp 250.000.000,00 Rp. 300.000,00 

--·· 
4 > Rp. 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 Rp. 500.000,00 

5 > Rp. 500.000.000,00 - Rp 1.000.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 

6 > Rp. 1.000.000.000,00- Rp 2.500.000.000,00 Rp. 2.000.000,00 

7 > Rp. 2.500.000.000,00- Rp 5.000.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 

8 > Rp. 5.000.000.000,00 - Rp 10.000.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 

9 > Rp. l 0.000.000.000,00 

J R::.~s::::oo,oo 
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2.4~9. Penda:ftaran Jamin.an Fidusia 

Pasal II ayat (I) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa 

benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuan 

mendaftarkan benda yang dibebeni denganjaminan fidusia antara lain adalah:87 

a. Untuk meiahlrkan jaminan fidusia bagi Penerima Fidusia dan menjamin 

pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminkan; 

b. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada 

Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia, serta pihak ketiga yang 

berkepentingan; 

c. Untuk memberikan hak yang didahulukan terhadap kredilur yang 

preference; 

d. Untuk memenuhi asas publisitas dan asus spesialitas; 

e. Untuk memberikan kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan 

kebendaan; 

f. Untuk membetikan rasa aman kepada kreditur Penerima Fidusia dan 

pihak ketiga yang berkepentingan, serta masyarakat pada umumnya. 

Pendaftaran dilakuken pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagairnana 

dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya 

da1am Pasal 1 I ayat {2} Undang-undang Jarninan Fidusia diatur bahwa kewajiban 

pendaftaran fidusia juga berlaku dalarn hal benda yang dibebankan dengan 

jaminan fldusia tersebut berada di Iuar wHayah Negara RepubHk Indonesia. 

Daiarn Pasai 13 ayat (i) Undang-undang Jarninan Fidusia ditentukan bahwa 

pennobonan pendaftaran fidusin dilakukan o1eb pihak Pcnerima Fidusia, kuasa 

atau wakilnya dengan melarnpirkan pemyataan pendaftaranjaminan fidusia. 

41 Frieda, Op, Cit.~ hat 81 
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Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengecek data yang tereantum dalam 

pernyata.an pendaftaran fidusiam, kemudian mencatat jaminan fidusia tersebut 

dalam Bulru Daftar Fidusia pada tanggal ya"g sama dengan tanggal penerimaan 

permohonan pendaftaran. Selanjutnya dalam Pa.sal 14 ayat {I) Undang-undang 

Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan 

Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya 

permohonan pendaftaran tersebut. 

Sertiflkat jaminan fidusia adalah merupakao salinan dad Baku Daftar 

Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) Undaog-undang Jaminan Fidusia, yaitu: 

a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; 

b. Tanggal, nomor akta jaminan tidusia, n!lllla, dan tempat kedudukan 

Notaris yang membuat aktajaminan fidusia; 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin denganjaminan fidusia; 

d. Uraian mengenai benda yang menjadi ohyek jaminao fidusia; 

e. Nilai penjaminan; dan 

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminao fidusia. 

Biaya pendaftaran jaminan fidusia diatnr dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 87 Tahnn 2000. Mengenai besaran biaya sehubungan dengan pendaftaran 

jaminan fidusia tersebut, ditentuk:an sebagai berikut: 

a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiab) per akta. dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh 

lima ribu ruptah); 

b. Untuk nilai penjaminao diatas Rp. 50.000.000,00 (lima pulnh juta 

rupiah) per akta, dikenukao biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh 

ribu rupiab). 
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2.4.10. Lahimya Jamioan Fidusia 

Lahimya jaminan fidusia adalah pada tanggal jaminan fidusia dicatat 

dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini dinyatakan 

dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya 

jaminan fidusia, maka kedudukan kreditur yang semula adalah kreditur konkuren 

seketika berubah menjadi kreditur yang preference. Kreditur preference 

mempunyai hak istimewa untuk didahulukan berdasarkan sifat tagihannya." 

2.4.1 1. Eksekusi Jaminan Fidusia 

Dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih, jika debitur tidak 

memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut 

pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai 

jaminan.&9 Atau dengan kata lain kreditur menuntut pemenuhan piutangnya 

dengan mengeksekusi benda jaminan. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang 

Jaminan Fidu..qia, apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang 

menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial. 

Sertifikat Jaminan Fidusia yang telab diterbitkan oleh Kantor 

Pendaftaran Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. 

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diterbitkan dcngan mencantwnkan 

kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA". Hal ini bernrti babwa Sertilikat Jaminan Fidusia 

memiJiki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

~etnowulan Sutantto, Kapitc Selekta Hukum Ekonomi~ Cetakan ke-1, {s.1.: lkatan 
Hakim Indonesia, 1995), hal. 88. 

MSrl Soedewi Masjchoen Sofwan {b), Hukum Jam/nan di indonesia Pokok·pokok Hukum 
Jaminan dan Jominan Peromngan, Edlsi ke·l. Cetakan ke-1, {Yogyakarta: Uberty. 1980), hal. 31, 
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yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur 

cidem janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 

menjalankan kesempatan ek.<ekusi. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang­

undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang Ielah mernpcroleh kekuatan hukurn tetap sehingga 

berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat 

langsung melaksanakan eksekusi deugan rnelakukan penjualan benda 

yang dijadikan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan urnum tanpa 

melalui pengadilan. 

b. Penjualan benda jaminan berdasarkan parate executie. 

Parate executie adalah penjualan benda yang menjadi obyek jamiOllJl 

fidusia melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan oleh 

Penerima Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini adalah kemudahan 

yang diberikan oleh undang-undang kepeda Penerima Fidusia dalam 

melaksanakan eksekusi untuk mengambil pelunasan atas piutangaya. 

e. Penjualan benda jaminan secara dibawah tangan berdasarkan 

kesepakatan antam piltak Pemberi Fidusia dan pibak Penerima Fidusia. 

Dalam hal penjualan benda jaminan seeara dibawah tangan berdasarkan 

kesepakatan antara pihak Pemberi Fidusia dan pihak Penerima Fidusia, 

undang-undang mensyaratkan bahwa pelaksanaan penjualan dilaltukan 

setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertnlis oleh Pemberi 

Fidusia dan Penerirna Fidusia kepnda pihak-pihak yang berkepentingan 

dan diurnutukan sekurang-kurangaya dalam dua sura< kahar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan. Tujuan penjualan benda jaminan 

secara di bawah taugan adalah untuk memperoleh barga tertinggi 

sehingga dapat mengunhmgkan kndua belah piltak baik pihak Penerima 
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Fidusia maupun pihak Pemberi Fidusia. Apabila setelah diambil dalam 

rangka pelunasan utang debitur ternyata terdapat sisa/kelebihan dari 

basil penjualan di bawah taugan tersebut maka sisalkelebihan tersebut 

merupakan bak debitur selaku Pemberi Fidusia, tetapi sebaliknya jika 

basil penjualan benda jaminan ternyata tidak mencukupi untuk 

melunasi utang debitur, maka debitur tetap harus bertanggung jawab 

atas sisa utang yang belum terbayar tersebuL 

2,4.12. Janji-janji yang dilarang 

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi benda yang 

dijadikan obyck jaminan fidusial' yaitu:9!l 

a. Janji melaksanakan aksekusi terhadap benda yang menjadi obyek 

jamioan fidnsia dengan earn yang bertentangan dengan Pasal 29 

Undang-undang Jannnan Fidusia; 

b. Janji yang menberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk 

memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur 

ciderajanji. 

Dalam Pasal33 Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Setiap 

janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki 

Benda yang mcnjadi objek jaminan fldusia apabiJa debitor cidera janji adalah 

balal demi hukum. 

2.4.13. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Pasal 25 ayat (I) Undang-undang Jamioan Fidusia menyebutkan bahwa 

jannnan fldusia bapus karena bal-balsebagai berikut: 

a. Hapusnya utang yang rujamio dengan fidusia. 

90Salim, Op. Cit., haL 133. 
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Karenajaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan ( bersifat accesoir) 

dari suatu perjanjian pokoknya yaltu perjanjian utang piutang, oleh 

karena itu dengan hapusnya utang pokok dengan sendirinya jarninan 

fidusia akan hapus. Mengenai hapusnya utang itu sendiri dapat terjadi 

karena pelunasan, sedangkan bukti hapusnya utang adalah berupa 

keterangan yang dibuat oleh kreditur.91 

b. PeJepasan hak: atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia. 

c. Musnahnya benda yang menjadi obyekjarninan fidusia. 

Apabila benda yang menjadi obyek jaminan lidusia musnah, maka 

jaminan fidusia turut hapus. Namun, Pasal I 0 huruf (b) Undang-undang 

Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim 

asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 

diasuransikan. Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang 

Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa musnahnya benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia tidak menghapnskan klaim asuransi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-undang Jaminan Fidusia, 

klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia 

tersebut 

Pencrima Fidusia memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia 

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pemyalaan mengenai 

hal-hal yang menyebabkan hapusnya fidusia (hapusnya utang pokok atau 

pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 

tersebut). Kemudian Kantor Pendaftaro.m Fidusia. akan mencoret pencatatan 

jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, lalu menerbitkan sural keterangan yang 

91/bid ... hal. 86. 
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menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan sudah tidak 

berlaku lagi. 

2.5. Kendaraan Bermotor 

Definisi Kendaraan bermotor sebagaimana disebulkan dalarn Pasal I ayat 

(7) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan dan Pasal I ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 adalah 

kendaraan yang digerakkan o1eh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. 

Dalarn Pasal 172 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemooi disebutkan bahwa setiap kendaraan bennotor yang 

dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. Kemudian dalam pasal 175 Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudl dlkatakan 

bahwa sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor Ielah didaftarkan, diberikan buku 

pemilik kendaraan hennotor, surat tanda nomor kendaraan bennotor, serta tanda 

nomor kendaraan bermotor. Dalam pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 44 

tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dialur bahwa pendaftaran 

kendaraan bermotor sebagal bagian yang tidak terpisahkan dati lalu lintas dan 

angkutan jalan dilaksanaknn oleh unit pe1aksana pendaftaran kellilnraan bermotor 

satuan 1alu lintas Kepelisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di 

dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana pendaftaran kendaraan 

bermotor. Berdasarkan hal-hal tersebut dapellah disimpulkan bahwa kendaraan 

bannotor termasuk dalam benda bergerak yang terdaftar. 

Kepemilikan atas suatu kendaraan bennotor tenlaftar dan dibuktikan dengan 

adanya suatu dokumen bukti kepemilikan yang disebut Buku Pemilik Kendaraan 

Bennotor (B.P.K.B.) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Repoblik 

Indonesia B.P.K.R dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan (certificate of 

ownership). 
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B.P.K.B. diatur da1am berbagai pcraturan, berikut adalah landasan hukum 

peuerbitan B.P.K.B.: 

a Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepnlisian Negara 

Republik Indonesia; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pendaftaran 

Kendaraan Bermotor; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif AlliS Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

f. Instruksi Bcrsama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/X/1999, Nomor: 29 

Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.01411999 tentang Peluksanaan Sistem 

Administrasi Manunggai Di Bawah Satu Atap dalarn Penerbitan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, s-urat Tanda Coba 

Kendaraan Bennotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda 

Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Narna Keridaraan Bermotor serta Surnbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 

g. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepnlisian Republik Indonesia, 

Diljen PUOD dan Dirut PT. (Persero) Jasa Raharja No. PoL : 

Skep/06/X/!999, Nomor 973 - 1228 dan Nomor: Skep/02/X/1999 

tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Luksana Pendafuu-an 

Keodaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendardall Bermotor, Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbaogan Wajib Dana 

Keceluksan Lalu Lintas Jalao di Kantor Bersama Samsat. 
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h. Surat Keputusan Kepala Kepulisian Republik Indonesia No. Pol.: 

Skep/367Nll2005, tangga! 15 Juni 2005, tentang Standarisasi 

Spesifikasi Teknis Blangko BPKB. 

B.P.K.B. berbentuk sebuah buku yang terdiri atas lembaran-lembaran yang 

berisi keterangan-keterangan mengenai: 

a. Identitas kendaraan. 

Bagian ini diisi mengenai identitas kendaraan yang bersangkutan, yaitu: 

• Nomor Polisi; 

• I>Aerek; 

• Tipe; 

• Jenis; 

• Model; 

• Tahnn pembuatan; 

• Tahun perakitan; 

• lsi siiinder; 

• Wama; 

• Nornor rangku/N!K; 

• Nomor mesin; 

• Jurniah sumbu; 

• 1 umlah roda~ 

• Bahan ba!rar; 

• Nomor sertiflkat uji tipe; dan 

• Nomor uji berkala. 

b. Identitas pemiUk. 

Pada bagian identitas pernilik diisi tentang identitas pemilik 

pertama kend!II1lJ!l1 yang bersangkutan, yaitu: 
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• Nama pemillk; 

• Alamat; dan 

• Peke!jaa.n. 

Apabila dikemudian hari kendarnan yang bersangkutan dijual lllau 

dialibkan, maka identitas pemilik baru ditulis pada Iembar perubahan 

identitas. 

c. Keterangan pabean I asat usul. yaitu: 

• Nomor~ 

• Tanggal; 

• Pelabuhan; 

• Cara import; 

• Nomor faktur; 

• Nomor C.K.D.; dan 

• Keterangan lain~ lain. 

d. B.P.K.B. yang pertarna (apabila pemah memiliki B.P.K.B.): 

Lembaran ini dipergunakan dalam hal diterbitkannya B.P .K.B. 

yang kedu.a dan seterusnya, hal tersebut dapat teljadi dalam hal 

B.P.K.B. yang pertarna bilang atau rusak. Dalam hal demikian, pada 

B.P.K.B. yang baru perlu diisi keterangan tentang B.P.K.B. pertama 

yaitu: 

• Nomor dan hurufB.P.K.B.; 

• Tanggal B.P.K.B.; 

• Nomor register B.PX.B.; 

• Tempat dikeluarkan B.P .K.B.; 

• Nama I alamat pemilik; dan 

• Sebab-sebab tidak berlaku B.P.K.B. pertarna. 
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e. Perubahan identitas; 

Lembaran ini dipergunakan dalam hal teljadi perubahan identitas, 

balk menyangkut identitas kendaraan, maupun identitas pemllik. 

Apabila terdapat perubahan identitas, maka bentuk dan rincian 

perubahan-perubahan tersebut dicantumkan dan dibubuhi tanda Iangan 

serta cap oleh petugas. 

f. Catalan Polisi 

Bagian ini diisi catatan-catatan sehubungan dengan kendaraan 

yang bcrsangkutan, termasuk mengenai status kendaraan yang sedang 

dibebankan sebagai jaminan fidusia. 

g. Keterangan 

Bagian ini herisi penjelasan secara umum darl pihak Kcpolisian 

Negam Republik Irulonesia sehubungan dengan B.P.K.B., diantaranya 

mengenai dasar hukum penerbitan B.P.K.B., fungsi B.P.K.B., larangan, 

dan beberapa peringatan sehubungan dengan diterbitkannya B.P.K.B. 

Fuagsi dan Peranan B.P.K.B.:92 

a, Semua jenis kendaraan bennotor yang sudah terdaftar dan mempunyai 

Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk suatu kendaraan bermotor baik 

dalara keadaan beljalan maupun dalarn keadaan rusak diharuskan 

memiliki B.PKB. sehagai Ianda pengenal kendaraan bermotor 

b. B.P.K.B. dapet disarnakan dengan Certificate of Ownership yang 

disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus 

disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan 

n Dlrektorat lalu Untas Polda lampung, Buku Pemilik Kenduraan Bermotor (B.P.K.B.J~ 
http://www.ditlantas-lpg.org/bpkb.aspx 

Universitas lndonesfa 

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



54 

c. B.P.K.B. akan mempertinggi daya guna dari tata cara 

adminb1rnsi pendaftaran kendaraan be!!llOtor, sehingga di samping 

meningkatkan public service juga dimanfaatkan untuk 

menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan 

negara non pejak, kepemilikan kendaraan bennotor dan sehagainya 

d. B.P.K.B. dapat dijadikan sebagai jaminanltanggungan dalam pinjam­

meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat 

2.6. Pembebanan jaminan fidusia pada keodaraan bermotor 

Seperti telah diumikan sebelumnya, pembebanan jaminan fidusia selalu 

diawali dengan adan)'a srultu peljanjia11 utaltg·piulang antam debitur dan kreditur 

yang menjarli perjanjian pokoknya Sehubungan dengan perjanjian utaltg-piutang 

tersebut, diperlukalt adanya suatu jaminan yang diberikan oleh pihak debitur 

kepada pihak kreditur demi menjarnin pehmasan utang debitur. Pihak kreditur 

umumnya lebih menyukai jaminan dalam bentuk jaminan khusus, khususnya 

jarninan kebendaan. Jeminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan. 

Jadi perjanjian pemberian kredit lazim diikuti dengan peJjanjian pembebanan 

jaminan fidusia. 

Dalam prak!eknya, benda bergerak yang sering kali dijadikan obyek 

jarninan fidusia adalah kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karena di 

satu sisi kendaraan bermotor adalab sarana pendukung yang sangat dibutahkan 

dalam menjalankan kegiatan bisnis, jadi umumnya para pelaku bisnis memiliki 

kendaraan bennotor, di sisi lain nilai harga kendaraan bermotor itu sendiri dapat 

dikatakan relatif stabH, serta mudah dijual. Jadi kendaraan bermotor memenuhi 

prinsip benda/obyek jaminan yang baik sebagaimima telah diuraikan bagian 

sebelumnya. 

Kepemilikan kendaraan bermotor dibuktikan dengan B.P .K.B., oleh 

kerena itu sebelum membarikan kredit, pihak kreditur perlu melalrukan 

pengecekan terhadap B.P .K.B. yang bersangkutan. Surat permohonan pengecekan 
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B.P.K.B. diajukan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui 

Kepolisian Daerah setempat Hal ini perlu dilakukan kflrena dikhawatirkan 

B.P.K.B. yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur tersebut adalah palsu, a1au 

temyata B.P.K.B. tersebut sudab tidak berlaku lagi karena telab diterbitkan 

B.P.K.B. yang baru. 

Setelab pihak Kepolisian Daerab setempat menyatakan B.P.K.B. tersebut 

asli dan masih berlaku, maka pemberian kredit dapat dilaksanakan dan para 

pihak menandatanganl suatu perjanjian kredit. Kemudian setelab 

penandatanganan perjanjian kredit, segera dilanjutkan dengan penandatanganan 

perjanjian pembebanan jaminan (dalam hal ini adalab penandatanganan Aleta 

Jaminan Fidusia), dimana berta benda debitur dijadikan sebagai obyek jaminan 

(dalam hal ini adalab kendaraan bennotor milik debitur). Karena kendaraan 

bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar, maka B.P.K.B. kendaraan yang 

menjadi obyek jaminan fidusia tersebut diserahkan kepada pihak kreditur 

pemegang fidusia, sementara penguasaan fisiknya tetap berada dalarn kekuasaan 

debitur. 

Penandatangenan Akta Jaminan Fidusia belum cnkup untuk melahirkan 

suatu jaminan fidusia. Pa.'lal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia 

menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatatkan 

dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu 

setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, penerima fidusia perlu 

mendaftarkan salinan Akta Jaminan Fidusia yang telah bennaterai tersebut 

disertai fotokopi B.P .K.B. yang telab dicap sesuai asli oleh Notaris. Pendaftaran 

dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Penerima fidusia membeli dan 

mengisi formulir permohonan pendaftaran fidusia, dan bersama lampimnnya yaitu 

salinan Akta Jaminan Fidusla dan fotokopi B.P.K.B. tersebut distanhkan kepoda 

Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemedian Kantor Pendaftaran Fidusia akan 

melakukan penge;;ekau doknmen sehubungan dengan adanya permohonan 
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pendaftaran tersebut. Namun pengecekan yang dimaksud disini adalah 

pengecekan mengenai kelengkapan dokumen-dokumen. Jadi pengecekan yang 

dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia ini hanya berSifat pengecekan 

administalif (bukan mengenai kebenarnn dala dokumen yang dilampirkan). 

Kemudian apabi!a dokumen telah lengkap, maka Kantor Pendafuran 

Fidusia akan melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia mengenai adanya 

pernbebanan fidusia tersebut. Sehlngga dengan demikian jaminan fidusialahir dan 

seketika itu juga kedudukan pemegang fidusia tersebut yang semu!a adalah 

kraditur konkuren, berubah menjadi kreditur preforence. Setelah itu Kantor 

Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jarninan fidusia. 

Setelah jaminan fidusia lahir, kedudukan penerima fidusia kini menjadi 

kreditur yang preference. Jika ditinjau dari kedudukannya, sebenarnya kreditur 

tersebut sudah cu!rup terproteksi karena dalam hal debitur tersebut wanprestasi, 

kreditur preforence tersebut berhak mendapat pelunasan terlebih dahu!u, daripada 

kreditur-kraditur konkuren lalnnya, atas basil penjualan obyek jambum fidusia. 

Namun , permasalaltan dapat timbul apabila temyata debitur yang bersangkutan 

tidak beritikad baik, misalnya debitur tersebut mengalibkan obyek jaminan atau 

menjaminkan ulang kendaraan bennotor tersebut. Memang kenyataannya 

B.P.K.B. dari obyek jaminan fidusia yang bersangkutan telah berada ditangan 

kraditur, tetapi mungkin saja debilur yang tidak beritiked beik tersebut 

mengajukan permohonan penerbitan B.P.K.B. yang baru kepada pihak Kepolisian 

Daerah setempat, dengan dalih bahwa B.P .K.B. yang pertama hilang atau rusak. 

Karena tidak adanya pemblokiran alau keterangan yang rnenyatakan status 

kendaraan bermotor sedang menjadi jaminan kredit, maka Pihak: Kepolisian 

Daerah seternpet akan memproses pembuatan B.P.K.B. yang baru berdasarkan 

permohonan tersebut. Kemudian setelah debitur yang lidak beritiksd balk temebut 

berhasil mendapatklm B.P.K.B. yang baru, debitur tanpe kesulitan dapet 

menjaminkan u!ang, rnengalibkan atau menjual kendaraan bermotor yang menjadi 
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obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Apabila hal ini terjadl, kreditur akan 

mengalami kesulitan saat hendak menjual atau mengeksekusi obyek jaminan 

fidusia ( dalam hal debitur yang bersangkutan 'W-anprestasi). Make untuk 

mengantisipasi hal tersebut teqadi, diperlukan adanya suatu tindakan pembloldran 

pada B.P.K.B obyekjamirum fidusia. 

Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mewajibkan penerima fidusia 

untuk melakukan perublok.iran, sehingga dalam prakteknya hal ini Jarang 

dilakukan. Penerima fidusia merasa cukup aman dengan hanya menguasat 

B.P.K.B .• Penerima fidusia cenderung enggan untuk mengajukan permohonan 

blokir tersebut juga karena pertimbangan efisicusi prosedur dan biaya. Pedahal 

pcmblokirnn ini sangat panting. Dengan dialibkannya kendaraan bennotor yang 

menjadi obyekjaminan fidusia membuat proses eksekusi terhadap obyek jaminan 

fidusia saat dehitur wanprestasi menjadi sulit untuk dilakukan. 

Pennohonan pemhlokiran dapat diajukan oleh kreditur sebagai penerima 

fidusia dengan mengajukan surat permohonan pcmbloki.mn. Surat pcnnohonan 

pcmblokirnn ditujukan kepada pihak Kepolisian Daerah setempet. Dalam surat 

pennohonan pemblokiran dicantumkan mengenai rincian data identitas kendaraan 

bermotor yang dimaksud, antata lain: 

a. Merek kendaraan; 

b. Tahun pernbua!lln; 

c. Jenis kendaraan; 

d. Warna kendaraan; 

e. Nornor polisi kendaraan; 

f. Nomor B.P.K.B.; 

g. Nomor rangka; 
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h. Nomor mesin; 

i. Nama pemilik; 

J. Alamat. 

Selain itu dalam surat pennohonan pemblokiran juga dijelaskan mengenai alasan 

diajukannya pennohonan pemblokiran. yaitu status kendaraan berrnotor yang 

bersangkutan scdang menjadi jaminan kredit atau menjadi obyek jaminan fidusia., 

sehingga pihak Kepolisian Daerah setempat dimohon untuk tidak mengabulkan 

epabila menerima permohonan tentang penerbitan B.P.K.B. yang barn maupun 

balik nama yang berb.ubungan dengan kendaraan bermotor tersebut, kecuali 

terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak kreditur. Berdasarkan surat 

permohonan pemblokiran tersebut pihak Kepolisian Daerah akan membubuhkan 

catalml dalam B.P.K.B. kendaraao yang dimaksud, yaitu pada Iembar "Catatan 

Polisi", mengenai status kendaraan bennotor sedang menjadi obyek jaminan 

fldusia. 

Kekbewatiran lain yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan 

pemblokiran alas B.P.K.B. yang bersangkutan adalab debitur dapat menjarninkan 

kembali I melalrukan fidusia ulang alas kendaraan bermotor tersebut. Undang­

undang Jarninan Fidusia melarang dilaknkannya fidusia ulang, namWJ hal itu 

sangat mungkin terjadi mengingat kepemilikan sebuah kendaraan bennotor hanya 

dibuktikan dengan B.P.K.B .. Dalam B.P.K..B. yang tidak diblokir, tidak ada 

catatan yang menyatakan bahwa status kendaraan bermotor yang bcrsangkutan 

sedang dijadikan jaminan atas suatu ut.a.n& sehingga kreditur yang bersangkutan 

maupun Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mengetahui bahwa status kendaraan 

bermotor yang berSangkutan sedang dibebani dengan jarninan fidusia. Terlebih 

lagi proses peudaJiaran jarninan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia belum 

menggunakan sistem komputerisasi, atau dengan kata lain si.stem pemasukan data 

penda.ftarnn fidusia masih dilakakan seeara manual, selringga pembebanan fidusia 
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ulang atas kendaruan bermotor yang telah menjadi obyek jaminan fuiusia sukar 

terdeteksi. Jadi~ untuk mencegah hal tersebut terjadi, pemegang fidusia selain 

mendaftarkan Akta Jamlnan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, seyogyanya 

juga mengajukan permohonan blokir atas B.P.K.B. obyek jaminan fidusia yang 

bersangkutan kepada Kepolisian Daerah setempat. 

Melalui pemblokiran, berbagai pihak yang berkepentingan dnpat 

mengetahui status kendaraan bennotor tersebuL Saat debitur mengajukan 

parmohonan untuk membuat B.P.K.B. yang baru atau balik nama, dengan adanya 

pemblokiran, parmohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pihak Kepolisiau 

Daerah setempat. Selain itu pernblokiran juga bermanfaat bagi caJon kreditur, 

Kantor Pandafataran Fidusia, ataupun pihak ketiga yang akan membeli kendara!m 

bermotor tersebut dapat mengetahul mengenai status kendaraan bem1otor terse but 

sedang menjadi obyek jamlnan fidusia. Sehingga tindakan debitur ynng tidak 

beritikad baik yang hendak mengalilikan obyek jamlnan fidusia tersebut dnpat 

dicegah. 

Disamping adanya kekhawatiran bahwa debitur yang tidak beritikad balk 

akan mengalilikan atau melakukan fidusia ulang, tindakan pemblokiran B.P.K.B. 

tersebut juga dapat mendorung penerima fidusia untuk melakukan pencoretan 

pencalatan fidusia dari Bnku Daftar Fidusla setelah pe!janjian fidusia berakhir 

(kendaraan bermotor tersebut sudah tidak lagi menjadi obyek jaminan fidusia). 

Undang~undang Jaminan Fidusia rnengatur bahwa setelah jantinan fidusia hapus, 

penerima fidusia melaporkan mengcnai hapusnya jaminan fidusia tersebut dan 

Kantor Pendaftatan Fidusia ak:an mencoret pencatatan fidusia dari buk:u daftar 

fidusia. Dalam prakteknya seringkali tidak melakukan pencoretan fidusia karena 

dalam B.P .K.B. tidak terlihat adanya catatan meagenai kendarrum bermotor yang 

bersangkutan sadang dalam status sebagai obyek jaminan fidusia, jadi penerima 

fidusia merasa tidak perlu untuk melakukan pencoretan tersebu~ terleblh lagi 

untuk melakukan pencoretan dalam buku daftar fidusia dikenakan biaya 
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adrninistrasi. Tidak dilakukannya pencoretan dalam Buku Daftar Fidusia 

menyebabkao status kendaraan tersebut tetap tercatat sebagai obyek jaminan 

fidusia. Hal tersebut tentu saja akan merugikan calon pembeli dalam hal 

kendaraan bemnotor yang bersangkutan akan dijual. Karena walaupun 

pembebanan jaminan fidusia tersebut ilrut berakhlr sejak perjanjian utang piutang 

antara debitur dan kreditur berakhlr dan seketika itu juga hale kepemilikan atas 

kendcrraan bennotor yang rnenjadi obyek jaminan fidusia tersebut kembali ke 

tangan debitur. Tetapi secara ad:ministratif status kendaraan bermotor tcrsebut 

masih tercatat sebagai obyekjaminan fidusia. 

Sehubungan dengan sudah tidak dijaminkannya kendaraan bermotor 

(iaminan fidusia hapus), rnaka selain pencoretan pcncatutan fidusia dari buku 

daftar fidusia.. pemegang fidusia juga perlu megajukan pennohonan penghapusan 

pemblokiran B.P.K.B. kepada pihak Kepolisian Daerab. Berdasarkan surat 

permohonan penghapusan pemblokiran tersebut pihak Kepolisian Daerah akan 

menghapus blokir tersebut. 
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PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang relab diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka sehubun&-'<lll dengan pokok pennasaiahan yang dibahas dalam penulisan 

ini Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akibat hukum yang ditimhulkan pada pembebanan jaminan fidusia 

alas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan 

dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalab 

kreditur menjadi tidak terlindungi secara sempurn.a., dan bagi debitur 

yang tidak beritikad baik terbeka kesempatan untuk mengalilikan atau 

menjual atau melak:ukan fidusia ulang alas obyek jaminan fidusia. 

2. Perlindungan hekum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang 

hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan 

pencatatan dalarn B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia: 

a. Terhadap kreditur/ penerima fidusia: 

Pembebanan jaminan fidusia tetap sab dan kedudekan kreditur/ 

penerima fidusia tetap sebagai kreditur preftrence, narnun pada 

kenyataarmya apabila kendaraan bermotor tersebut (obyek jantinan 

fidusia) dialihkan kepada pihak ketiga selama masa penjantinan 

ber!angsung. maka apabila debitur yang bersangkutan wanprestasi dan 

akan dilakukannya eksekusi, timbul sengketa barn yang mengbembat 

proses eksekusi; 
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b. Terhadap debitur/ pemberi fidusia: 

Terbuka kesempatan bagi debitur/pemberi fidusia untuk mengalihkan 

atau menjual atau melakukan fidusia ulang alas kendaraan bermotor 

obyek jaminan fidusia tersebut. 

c. Terhadap pihak ketiga: 

• Dalam hal obyekjaminan fidusia dijual/dialihkan: 

Kedudukan pihak keliga sebagai pemilik baru tidak lerlindungi 

karena jaminan fidusia mengiknti ohyek jaminan ditmgan 

siapapun obyek jaminan tersebut berada, artinya apabila 

dikemudian hari debitur yang menjual atau mengalihkan obyek 

jaminan fidusia tersebut wanprestasi, atas kendaroan be.rmotor 

yang sedang menjadi obyek jaminan fidusia tersehut dapat 

dilakukan penyitaan. 

• Dalam hal dilakukan fidusia ulang: 

Kedudukan pihak ketiga sebagai kreditur yang baru tidak 

terlindungi karena apabila dapat dibuktikan mengenai Ielah 

dilakukannya fidusia ulang yang oleh Undang-undang Jaminan 

Fidusia dilarang, maka hale yang didahulukan diberikan kepada 

kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia. 
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3.2. Saran 

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan dan simpulkan, agar 

penuJisan tesis ini dapat mernberikan manfaat konkrit bagi perkembangan 

iimu hukum di Indonesia, khususnya mengenai Jembaga jaminan fldusia, 

maka Penutis memberikan saran sebagai berlkut: 

1. Dalam setiap pernbebanan jaminan fidusia dengan obyek jaminan 

berupa kendaraan bermotor, kreditur sebaiknya melakukan tindakan 

pemblokiran B.P .K.B. agar kepentingan semua pihak terlindungi; 

2. Dikeluarknn atau ditambahknn dalarn suatu peraturan yang 

mewajibkau dilakukannya suatu tindakan pcmblokiran pada 

pembebanan jaminan fidusia (khususnya atas benda-benda hergerak 

yang terdaftar yang menjadi obyekjanrinan fidusia); 

3. Pemutakhiran sistem pendaftaran jarninan fidusia pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia, yaitu dengan mengganti sistem manual menjadi 

sistem komputerisasi dengan fasilitas jaringan informatika yang 

terkoneksi langsung dengan instansi~instansi yang terkait, sehingga 

sistem pendataan dapat berlangsung dengan baik dan akurat, serta 

efisiensi prosedur maupun biaya tetap terwujud. 
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OIRLANTAS POLDA METRO JAYA 
KASUBDITMIN REG INDENT · 
U.b. PAUR TU SEKSI BPKB 
Jakarta 

Den9an h.mmat. 

Barsama aurat !ol kaml OOrllahukan bahwa kendaraan bermotor: 

Merk 
Tahun 
Janis 
Wama 
No.Polisi 
B.P.KB 

. 

No. Rangko/Nik 
No.Masln 
Nama.Pemlilk ~· 

A lama! 

akanllalalt manjadl jaminan kredll pad a Bank kami, berkanaan dengan hallersebut dlalas kaml 
mohon banluannya unluk membloklr BPKB lersabul dialas, agar makaud-maksud unluk: 

1. Memporjualbelikan 
2. Balik nama 
3. Dan Sebagainya 

olah yang bGrsangkulan, tldak dikabulkan kacuall terlebih dahulu dangan seijin lertulls dan kaml. 
Apablla lkatan lersabul diatas Ieiah salesal, maka kam! akan segera mambGrllahukannya kepada . 
Bapak. 

Alas baniUan sarta kerja-samanya kami ucapkan tenma kasio dan rnohon has/1 pamb:oiilr.Jn BPKB 
lersebut dlklrim kapada kaml eetalah dilandalangani, 

Hormat kam/, 
PTB<mk< Tbk 

Pemlm~'n KPil ' 
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PHONE NO. : · e2135a0El07 May. 07 2009 09: 02Af1 p~ 

Jakarta, 
No. 
Hal : Pangecokan BPKB 

Kaprula Ylh. 
.. OIRlANTA6 POLDA METRO JAYA 

• . . . . KASUBOffMIN ReO INDENT 
. · ... ':· .; · ·. U.b:cPAUR TU SEKSlllPKB 

·· Jakarta ·.. . . 
... :··; 

. ~~.; .. ~~·:· 

. .... 
. : . .- · ; . : ::_,·.·- .\. ~ngan hormat, ,, __ : ·,· .-... '···. 
··. ..:·... . . : . . '. ::;.;_:' }-' 
.. ,; '': · : ;; : Bereama surat In! kaml mohon bantuannya untuk melakukan PengaceKan kaasllan BPKB ken,laraan · . . "'·:-- :­

.. , .. ·.: .:'·: .. ·bafmotordangan data-data sabagal berlkut: :: . ,,·: ·:.>-
• ' ~: <".' 

- .. -

Mefk 
Tahun 
_Janis 
Wama 
No.Potlsl 
B.P.K.B 

:No. Rangka!Nik . 
No. Masin 

·-Nama PemU!k 

_.. <:: .. ;. 

Alamat 

karena kendaraan tersebut akannelah manjadl jam\nan kredit padn wnk Swadasi . 

. i :- .. !)emlklan sural permohonao kami, alas bantuan dan kerjasaman1a da!am hal inl kami ucapkan 
.: :'feJ)ma kaslh, dan mohon folocopy/\embusan sural lerlampir dlklr:.n kembali kapad~ kami setelah 

.. 
-, .. 

. ., . 
" dUa~dalangani. . . 

,:.-: 
! •• 

Hormat Kami. 
~ : ~ PTBanl 

' -= :;: .. ~ 
.-· ·, .;.-.:> _; ; .. 

Tbk 

,-··· 
.... 
. ' '-
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. ' : 

Jakarta, 
No. 
Hal 

' 
; Penghapusan Pemblo~lran BPKB 

KepadaYih. 
OIRLANTAS POLDA METRO JAY A 
KASUBDITMIN REG !DENT 
UJ>, PAUR TU SEKSI BPKB 
Jakarta 

Oallg91l ho:mat, 

. -.~;;:.;.; ·:',i·. S<ll:uJb!Jnl)0.1.dangan sudah tidak dijaminkannya kendaraan dlbawah ini, yang telah Kam! minta~an. 
1 .. -~- • • • 

. ' .. '·', · :' .: · pjlm~loklrannya pad a tanggal · m'aka . 
··:·,· · · ;:: '· kami mohon hantuannya unluk melakukan Ponghapusan Pambloklran BPKB dangan data-data 
' : ' ': sailag~lberlkul: 

Mark 
Talmn 
Jenis 
Wama 
No.Po!isi. 
B.P.K.B· 
No.'Raogka/Nik 
No.Mesin' 
Nama Pamllik 
Ala mal 

.- -;-;_·_; ';! :: 

Oamll<lan sur•t parmolmnan kaml. ala<> bantuan d>n kerjasamanya kaml ucapkan banyak ltlrima .• 
kasih,.~an 'mohoh folocopyllembusan sural tartamplr diklrlm komball kepada komi ·~telah:di. 
tandalangani. · 

•· · Ho!l!lal kaml, 
Pf B~nk 1 iTbk 

. ·, . 

. -, : -,~-.,. : :. 

,, "• 

•, ,, . . ' " ' 

-,_-_, 

.... ' 
-: ,.'· 

. " 
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. •. ~ . ' .. - .. ,_ 
~ . ' '· ~ 

' " .- . . . . 

1'ANGGAL: 

NOM OR 

SALINAN · 

BUKU DAFT AR FIDUSIA 

KANTOR PJ'.NDAFT ARAN FIDUSIA 

2 7 OCT ZOU4 . of1o 
JAM : ...................... . ................................. «< •••••••• 

I I I I I l I 1 l I l 1. I I I l l l I 

W7· oo7855 

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

KAJ'\'TOR W'ILAYAH DKI JAKARTA 
Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



.... • ~ ~ €· ' 
• <> .. " 
~ • ,. u 
.• ~ .. "" 

DAFTAR FIDUSIA 

~""""""-" IISI-I.III1i.l:!~ ~ :Z:ZtlldwedlllO<. 

:Jill RIP 16 

"""'!!"' JdiAf f«<!Mlit!l'll'l ~illh Rp. ilJl:f,i:!QO,QQtt1- (M,.e...f tl~~n ,JU1411 Npl.mf. 

, t.oon :ZOO.C, No.- MO$!n 
No.Rml\gka­....... 

Tanggal Oibukukan d1111 Tanggal P1111orbilan Sortffikal 

A.n~ ASASI MANUSIA IU 1.. 
DKI JAKARTA. 

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



ONDA 

l 
Honda Daao Mogot f 
PT. lstana Kemakmuran Motor I 
Godung IKM, Jl. Daan Mogot No.. 6, ..Jel<Artil. 11460 _ ' 
Phona : (021) 5544806, FBJ(. {021) 5644777 

~ .Ac.:, souoo4z I 
' ' ' ! 

~~~~a~erMet,/· 2004 
~-- ~~ -·--------------~ 
no. ~ : ~GDJ8804P014254 ?W. ~w : __ .::L::l5::A::.4·_:1::70::.7::50:::9 __ _ 

PeliJllaW'l Panbsyar.sn Mobil T~B~ut. DiHtas 

!ln!Uk pambayaran dengan chequatglro bllyet 
t.wllansi In! dfanggap bttrfnkl.l sah snteleh 
thaquo/gi«:J bllyett~rsebul dluangken. 

Kwftansllnl narus dikambalikan pada 
waktu pangambllan SPKB k!J:ndBraan. 

13 Oktobcr 04 
Jakarta, ............................................... 20 .......... . 
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I '. ' 
·~ 

HONDA 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 
Alamat 

Jabatan 
'::m: :,;; 
: Sales Manager 

Honda Daan Mogot 
PT. lstafta Kemakmurnn Motor 
Hoo~Oirco :~JII:M..lO..,.~tlo.I,~H01.I"'IIIooo: ~.l'fl:KUm 
II<OIW;h : ol-IUt~.ww!No,U.~I$1.'!0.PIIo<lo:IJll~·st ........ ~121; 

Da[am hal ini bertindak untLtk dan atas nama: 14 .I§ F: A FT I !! I F 'il J$lil I LR 

Berkedudukan di ••••• 

Dengan ini mcnyatakan dengan sebenarnya bahwa BPKB, Faktur dan surat-surat yang 
lainya yang terkait dengan pernbelian kendaraan yang menggunakan fasilitas .kredil 
kcpemilikart mobil {KPM) dari'Li £!51 l,.,:!engan data~data se!:tagai berikut : 

Merk 
No.Rangka 
No.Mesin 
Wama 
Tahun 
BPKB atas nama 

: HondaJa:zzAT 
: MRHGD38804P014254 
: LISA4-1707509 
: Satin Silver Met 
: 2004 
: Anastasta Erika 

Akan klimi serahkan langsung hanya kepada 
Jakarta sc:Jarnbat~!ambatnya 3 (Tiga) bulan tcrhitung tanggal surat Pemya1aan lni 
dan kami tldak akan menyerahkan kcpada pihak Jain manapun jugtL 

Demikian surat pemyataan ini kami buat dan dapat ka"mi penanggungjawabkan serta untuk 
dipergunakan sebagatmana mestinya. 

Jakarta, J 3 Okcober 2004 
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' 
i 
I 
' ' 

SALIN AN 

BUKU DAFTAR FIDUSIA 

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA 

TANG GAL 15 JUL 2003 oR· 1<.1\ 
JAf\1: ............... ,. .. , ....... . .................................................. 

NOJ'.iOR 1111 !iii IIJ::11111 

WI· oos794 HT.M.Ol1,nt2008/Slt» 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA 

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA , 

DEMl KicADILAN 
BERDASARKAN KETIJHANAN YANG IVIIAHA FSA 

NOMOR CUI I I I I I LIITLJ 1-1 I I 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUS! A 
REPUBLlK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA 

' ' 

Pembebanan Fidusia..., Dennis Prigito, FH UI, 2009



DAFTAR fiDUSlA 

b ZibJ!Jt 

i!U. 

J~wifU'{f f~~a; ~b:fJam tiilli~ =Jmj'.roin ~~~~wll!iq PEM£Eru. FIDUSIA lii>jam!W 

.ft}l:.~ •• 1t.,.dQ?RQQ.,..goo! :7. {t!¥.~H J:ti~ ::fw .. il:lii.m4t •• :r.;;..tW5. J.i~M::.. • .{Iu.lUU j11ta. rupi&ll) 

fic.ri!.!rE:ic(;!u }?y.-~,·j~Ji-Y}t. )i:::'Wi:i. t. x'ti.-l:i:.;\tah. j.''~.![#?i: .. t:, ~ll'~~. 2l:i3/f!2JI...:rvrKl!SJV/.20:'JD .. ~nf5'g.::l iS 

.!!.~~-. ~~ ... ~~ .... { ~-~~-~~--~.f'.~~~!.~---····-..... ". ·---- ............... ·--· ... --···· .......... ' ............. .. 

- 1 (!iaiu) unH ;;.,;~sit. 

rl:'iaJ~ ur:rUt:tp~ s;.:i!~urai 
uliv~r" :; SIJ flj():<5Hl:! 

F.tU:LiF' \O:fl"Jiji.>l 19 

1:.~0...2!.\lHl<" 191),6 

n~l''lr 11 :iMf3Y d>td 
PT, HTffiA- !~£K(iCITfci1 
LESTARI 

lleJft:.Vt Sil!nt-hy.lrnl S&l!lg.illnc!m dimcl-:~ t"hl'«iitr~ {l;UI£;tcl -~?..!:J:'£1~ .. ~H@..... Noaw •• ~? ........ . 
~'im;J ui{!~ ~~'•'1~-~ L.(t.r lt.\:~JA1'1 su.r;o::;~o,.SiL ... ;m~u Utt~:lill di Jnkwt.t 

JaKarta, 15 Juli 2.008 
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. ....... . . 

UNDANG-UNDANG REPUBLJK INDONESIIA 
NOM OR 42 TAE!UN 1999 

TENTANG JAMINAN FIDUSIA 

Pasal 14 

- . " " ~ ' '" . . . ~ . . . . ' . 

Kantor Pendaflanm Fidusia mcnerbitkan dan menycrahkan kcpada Penetirna fidusja 
Sertitikat jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal Penerima pennoliOtlan 
pendaftaran. 

Scrtifikat jaminan Fidusia yang n1erupakan salinan dad Btiku Daftar Fidusin memuat catat:ln 
ten tang haf,Iml scbagnimana dimaksud dafam pasall3 nyat (2) 
Jaminan Pidnsia lahir padn langgat yang sama dengan tanggal dicaluluya Jamim-u1 Fidus~a tlahUf1 

Daflar Fidusia. 

Pasal 15 

Dalam Scrtifikal Jmuimm Fidusia scbagaimana Uinlaksud daJam Pasall4 ayat (J) dicantumk:an 
kala-kala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYAt'<G MAI'liAESA" 

Sertifiknl Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (i} mempunyai kckuatan 
cksekutorial yang sama dcngan putusan pengadilan yang telah metnpcroleh kekuatan hukum 
t~tap. 

Apabila debitor ciderajanji, Penerima Fidusiametnpunyai hakuntuk menjualBenda yang menjadi 
objck Jaminan FidlJSia atas kekuasaannya sendiri. 

I ,. 
" ,, 

' I 
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AKTA JAMlNAN FIDUSlA 

Nomor-: 09. 

April dua ribu delapan} ~ pt.tkul 11.00 tHB (sebelas--

-----, 
_,I_, '<ll 

I' .:•.: :'. 

.,,, ' ; . ·-- . -- ! : -- .<·' '".; -!_ ]' ' 

-----·" 
' ... ,_ < .... . ... ---~' ' ' 
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